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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
STUDI KASUS :
PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KATAMSO
YOGYAKARTA
2001

Ona Daniaty
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2001

Penelitian ini bertuyjuan untuk (1) mengetahwi bagaimana “Bank Rakyat
Indonesia cabang Katamso™ Yogyakarta menganalisa permohonan nasabah akan
kredit untuk kebutuhan modal kerja dan penentuan jumlah kredit modal kerja yang
akan diberikan kepada debitur dan (2) mengetahui apakah sistem pengendalian kredit
pada “Bank Rakyat Indonesia cabang Katamso” Yogyakarta sudah dilaksanakan
dengan baik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk (1) mengetahui analisis
permohonan kredit modal kerja yaitu sesuai dengan prinsip 5C dan untuk menentukan
jumlah kebutuhan kredit modal kerja dengan rumus perhitungan kredit modal kerja,
(2) mengetahui sistem pengendalian kredit dengan analisa deskriptif dan uji
kepatuhan dengan metode stop-or-go sumpling.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) cabang Katamso Yogyakarta telah menganalisis permohonan
nasabah dengan baik artinya sesuai dengan prosedur perkreditan yang ditetapkan.
Prosedur analisis kredit tersebut yaitu permohonan kredit, evaluasi dan analisis kredit
dengan prinsip 5C serta keputusan kredit, sedangkan penentuan jumlah kredit modal
kerja berdasarkan jumlah kebutuhan kredit dan kredit yang dipertimbangkan, (2)
sistem pengendalian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Katamso
Yogyakarta sudah baik dan efektif. Baik terbukti dengan adanya pemisahan tanggung
jawab, dokumen dengan nomor urut, otorisasi dan pencatatan tanggal transaksi serta
prosedur pemberian kredit sesuai dengan peraturan. Efektif terbukti bahwa AUPL =
DUPL sehingga menjamin dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.
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ABSTRACT

AN EVALUATION OF A BANK’S POLICY ON WORKING CAPITAL CREDIT
A CASE STUDY AT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KATAMSO BRANCH
YOGYAKARTA
2001

Ona Daniaty
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

The purpose of this research were (1) to find out how “Bank Rakyat
Indonesia Yogyakarta Katamso branch” analyzed debtor’s application of working
capital needed and decided the amount working capital credit given to debtors and (2)
to find out whether the credit control system at “Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta
Katamso branch” had been done well.

Data collecting techniques used in this research were interview and
documentation. There were two ways of data analysis, first, by calculating working
capital credit to find out if the application request met the 5C principles of giving
credit the second, conducting stop-or-go sampling method to find out the credit
control system by using descriptive analysis and compliance test.

The results of this research were that (1) PT. Bank Rakyat Indonesia
Yogyakarta Katamso branch had analyzed credit application well in line with the
credit procedure. The procedure of credit analysis were (a) credit application,
(b)evaluation and (¢) credit analysis by 5C principles and (d) final decision, while the
decision of working capital credit was based on the amount of credit needed by the
debtor and credit considered by the bank. (2) The credit control system at PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Yogyakarta Katamso branch was good and effective.
There were separate responsibility, documents with series number, endorse and
record transaction date and procedure of credit appropriate with the rules. The
effectiveness was proven with the balance of AUPL and DUPL, so that the
compliance to management policy was guaranted.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan
kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam. Dengan adanya krisis ini, nilai
rupiah terdepresiasi terhadap dollar. Penurunan nilai mata uang rupiah tersebut
mempengaruhi sektor perbankan dan keuangan. Menjadi kenyataan bahwa kondisi
perbankan nasional sebelum krisis lemah karena para pemilik bank tidak
mengelola banknya secara profesional.

Perbankan cenderung melakukan investasi yang berlebihan terutama pada
sektor-sektor yang kurang produktif dan kepada debitur yang masth memiliki
keterkaitan dengan bank tanpa jaminan yang solid (personal guarantee) ataupun
nilainya telah mengalami mark up. Kondisi inilah yang menyebabkan tingginya
risiko kemacetan yang dihadapi bank dan dapat merugikan masyarakat. Kredit
macet inilah yang menyebabkan operasi perbankan tersendat dan tidak sehat.
Selain itu juga bank mengalirkan dananya tanpa diikuti dengan analisis kredit yang
memadai. Sehingga banyak bank-bank yang dilikuidasi dan akan dibekukan
operasinya.

Karena banyaknya bank-bank bermasalah, pemerintah membentuk Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang akan bertanggung jawab untuk

memperbaiki bank-bank yang saat ini dalam kondisi tidak sehat dengan upaya



memulihkan kepercayaan masyarakat. BPPN mempunyai dua fungsi utama yaitu
sebagai pengawas bank-bank yang memerlukan restrukturisasi dan menjadi
pengelola aset bank-bank yang melakukan restrukturisasi.

Kepercayaan terhadap perbankan mulai turun sehingga banyak masyarakat
yang menarik dananya dari sektor perbankan, yang artinya mengurangi jumiah
dana yang dapat disalurkan perbankan kepada perusahaan. Hal ini dikarenakan
dana masyarakat yang disimpan di bank tidak dijaga atau dikelola dengan baik.
Bank akan dapat mewujudkan fungsinya apabila mendapat kepercayaan dari
masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan diperoleh apabila
operasional bank dalam kondisi yang sehat. Kondisi sehat dapat dicapai apabila
bank mampu mengelola operasional bank dengan baik dan profesional. Lemahnya
kondisi sektor perbankan akibat dari kualitas manajemen yang kurang memadai,
adanya campur tangan pemilik yang dominan serta tidak adanya atau kurangnya
prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga muncul kredit macet.

Kondisi perekonomian yang tidak menentu akan berdampak pada operasi
perusahaan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa ditutup,
karena tidak mampu membiayai kegiatan usahanya. Untuk membiayai kegiatan
usaha dalam rangka meningkatkan produksi, perusahaan membutuhkan dana yang
cukup besar. Salah satu alternatif penyediaan sumber dana tersebut yaitu dengan
mengajukan permohonan kredit kepada bank, Bank selaku lembaga pembantu
modal akan siap membantu mereka yang membutuhkan modal; di lain pihak

perusahaan akan selalu mencari sumber-sumber permodalan untuk meningkatkan
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usahanya. Tetapi bank juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan kredit
kepada perusahaan. Bank harus meneliti apakah kredit yang diberikan dikelola
dengan baik, apakah karakteristik calon debitur dapat dipertanggungjawabkan?
Oleh karena itu, bank harus mengambil suatu kebijakan apakah kredit layak
diberikan kepada debitur yaitu dengan cara mengadakan evaluasi kredit terhadap
calon debitur.

Melihat pentingnya kebijakan kredit dalam menentukan layak tidaknya kredit
modal kerja yang akan diberikan kepada calon debitur maka bank harus
mengoptimumkan suatu kebijakan kredit supaya kredit yang diberikan kepada
debitur dapat kembali tepat pada waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka
penulis memilih topik mengenai Evaluasi Kebijakan Pemberian Kredit Modal
Kerja.

. Perumusan Masalah
1. Bagaimana “BRI Cabang Brigjen Katamso” Yogyakarta menganalisis
permohonan nasabah akan kredit untuk kebutuhan modal kerja dan penentuan
besarnya kredit modal kerja yang akan diberikan kepada debitur?
2. Apakah sistem pengendalian kredit pada “BRI Cabang Brigjen Katamso”
Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik ?
. Batasan Masalah
Penulis membatasi masalah hanya pada pengevaluasian kebijakan pemberian
kredit modal kerja di “BRI Cabang Brigjen Katamso™ Yogyakarta yaitu pertama

pada kebijakan pemberian kredit modal kerja dengan menganalisis kebutuhan



modal kerja perusahaan yaitu dengan melihat laporan keuangan, trend penjualan

dan kebutuhan akan modal kerja. Kedua, sistem pengendalian kredit maksudnya

kepatuhan dalam pelaksanaan sistem pengendalian kredit terhadap peraturan yang

telah ditetapkan oleh “BRI Cabang Brigjen Katamso” Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1.

untuk mengetahui bagaimana “BRI Cabang Brigjen Katamso” Yogyakarta
menganalisa permohonan nasabah akan kredit untuk kebutuhan modal kerja
dan penentuan jumlah kredit modal kerja yang akan diberikan kepada debitur.

untuk mengetahui apakah sistem pengendalian kredit pada “BRI Cabang

Katamso” Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik.

E. Manfaat Penelitian

1.

Bagi Bank

Hasil penelitian ni1 diharapkan dapat membantu dalam menganalisis
permohonan kredit dan merumuskan kebijakan pemberian kredit dengan
mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi.

Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi-informasi mengena:
perbankan khususnya mengenai kebijakan pemberian kredit dan untuk

menambah referensi perpustakaan.
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3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai perbankan khususnya mengenai

kredit serta menambah pengalaman dalam penelitian dengan menerapkan teori-

teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

BAB 11

BAB III

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian bank, usaha perbankan,
kesehatan bank, pengertian kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit,
jenis kredit, risiko kredit, pertimbangan pemberian fasilitas kredit,
prosedur perkreditan, penilaian kredit, penghitungan kebutuhan kredit
modal kerja nasabah, sistem pengendalian kredit dan statistical
sampling.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subyek dan obyek penelitian, variabel penelitian, data yang
dicari, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan

teknik analisis data.



BAB 1V

BAB V

BAB VI

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya BRI secara
umum dan berdirinya BRI Cabang Katamso, struktur organisasi BRI
dan ruang lingkup usaha BRI.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis sistem pemberian kredit
modal kerja yaitu prosedur-prosedur pemberian kredit serta evaluasi
sistem pengendalian kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan

saran-saran dalam penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB 11

LANDASAN TEOR1

A. BANK
1. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang No. 7/1992 Pasal 1 tentang Pokok-

pokok Perbankan adalah :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak “

Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama

menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya

terutama memberikan kredit jangka pendek.
2. Usaha-usaha Perbankan (Thomas Suyatno,1991:11)

Usaha-usaha perbankan yang dilaksanakan bank umum adalah :

a. memindahkan uang baik melalui pemberitahuan telegram maupun dengan
surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama
kantornya.

b. menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran,
menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari

tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga.



c. mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban negara dan jenis-
jenis surat berharga lainnya.

d. memberi kredit dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang atau dengan
tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpangan yang
mewakili barang tersebut serta memberi kredit jangka menengah dan panjang
untuk tujuan bidang produksi sesuai syarat yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

e. memberikan jaminan bank dengan tanggungan yang cukup.

f. menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank umum.

3. Kesehatan Bank
3.1. Pengertian

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai
dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup
berbagai aspek dalam melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan.
Kegiatan tersebut meliputi :

a. kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan

dari modal sendiri.
b. kemampuan mengelola dana

¢. kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat



d. kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan,
pemilik modal dan pihak lain.

e. pemenuhan peraturan perbankan vang berlaku.

3.2. Aturan Kesehatan Bank

Undang-undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bahwa :

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian.

b. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara
yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan
dan penjelasan mengenal usahanya menurut tata cara yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

d. Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta
wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh
kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang

dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
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e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara
berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat
menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia
melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.

f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu
diaudit oleh akuntan publik.

g. Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan laba/rugi dalam waktu
dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. KREDIT
1. Pengertian Kredit
Menurut Undang-undang No. 7/1992 mengenai Pokok-pokok Perbankan, Bab

I pasal 1 (c) mengatakan bahwa :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

2. Fungsi Kredit
Fungsi Kredit adalah : (Thomas Suyatno, 1988:17)

2.1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (w¢ility) dart uang



2.2.

24.
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a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya
kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi
atau untuk meningkatkan usahanya.

b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-
lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada
perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit vang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila

pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel

maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dar barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku
menjadi barang jadi sehingga daya guna barang menjadi meningkat. Kredit
juga dapat meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara
kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan
menjualnya ke tempat Jain.

Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan
pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
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2.5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan

para pengusaha di bidang permodalan sehingga para pengusaha akan dapat

meningkatkan usahanya.

2.6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperiuas
usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan
pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk
melaksanakan proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh
pendapatan.

2.7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat
memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun
tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

3. Unsur-unsur Kredit

Kredit mempunyai beberapa unsur di dalamnya antara lain : (Thomas Suyatno,

1988:14)

3.1. Kepercayaan adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan diterimanya

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang,



3.2. Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antar pemberian prestasi dan

kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.

W
W

. Degree of Risk adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai
akibat dar adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi
dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.

3.4. Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tapi juga
berbentuk barang dan jasa.

4. Jenis Kredit
Jenis kredit dapat dikelompokkan menjadi beberapa yaitu : (Thomas Suyatno,
1988:26)

4.1. Jenis kredit dilihat dari tujuannya yaitu :

a) Kredit Konsumtif
Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk
memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat
konsumtif.

b) Kredit Produktif
Kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk
memperlancar jalannya proses produksi.

¢) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

membeli barang-barang yang nantinya akan dijual kembali. Kredit

perdagangan terdiri dari :



1. Kredit perdagangan dalam negeri
2. Kredit perdagangan luar negeri
4.2. Jenis kredit dilihat dari jangka waktunya yaitu :

a) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum

satu tahun.
b) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu

tahun sampai tiga tahun.

c) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga

tahun.
4.3. Jenis Kredit dilihat dari jaminannya yaitu :
a) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)
b) Kredit Dengan Jaminan (Secured Loan)
Jaminan yang diberikan untuk sesuatu kredit dapat terdiri atas :
1. Jaminan barang, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak.
2. Jaminan pribadi (borgtocht) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa i1a menjamin pembayaran

suatu hutang apabila kreditur tidak menepati kewajibannya.
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3. Jaminan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar di bursa
efek.
4.4. Jenis Kredit dilihat dari penggunaannya vyaitu :
a) Kredit Eksploitasi (Kredit Modal Kerja)
Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan
oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
b) Kredit Investasi
Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang
diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi
atau penanaman modal.
5. Risiko Kredit
Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pemberian fasilitas kredit antara lain :
(A.A. Rachmat, 1987)
5.1. Moral Risk
Moral risk adalah risiko yang mungkin timbul karena ketidakjujuran si
peminjam dalam hal moral dan watak si peminjam.
5.2. Business Risk
Business risk adalah risiko yang mungkin timbul karena ketidakmungkinan
usaha peminjam akan memberikan hasil meskipun ada kejujuran dan

keikhlasan hati si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.
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5.3. Financial Risk
Financial risk adalah dalam hal usaha si peminjam yang tidak memberi
hasil maksudnya apakah ada kekayaan si peminjam yang dapat dipegang
dan ditagih.

C. KEBIJAKSANAAN KREDIT
1. Pertimbangan pemberian fasilitas kredit

Sebelurﬁ kredit diberikan kepada debitur, bank akan melakukan beberapa

pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibedakan menjadi dua

yaitu: (A.A. Rachmat,1987)

1.1. Privat ekonomi
Privat ekonomi maksudnya bahwa pemberian fasilitas kredit hanya semata-
mata dimaksudkan untuk memperoleh hasil setinggi-tingginyq‘ dari uang
yang dipinjamkan. Pertimbangan utamanya adalah menetapkan bunga
tinggi dengan tujuan didapatnya bunga serta diperolehnya kembali pokok
pinjaman.

1.2. Sosial ekonomi
Dalam sosial ekonomi pemberian kredit dimaksudkan agar seseorang atau
perusahaan dapat memperbesar produksi atau memperluas usahanya.
Penilaian kredit disini tidak saja didasarkan pada jaminannya saja
melainkan pada penilaian produksi atau usaha pada waktu yang akan

datang.



2. Prosedur Perkreditan
Langkah-langkah dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank
antara lain adalah :
2.1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup :

a) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.

b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

c) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa berlakunya kredit yang
telah berakhir jangka waktunya.

d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas
kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan serta
perubahan/pengunduran jadwal angsuran.

Permohonan kredit dinyatakan lengkap apabila pemohon telah mengisi

Daftar Isian Permohonan Kredit serta menyerahkan persyaratan-

persyaratan lainnya yang digunakan dalam pengajuan permohonan kredit.

2.2. Penyidikan dan Analisis Kredit
a) Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan
yang meliput :
1. wawancara dengan pemohon kredit
2. pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit

yang diajukan nasabah baik data intern maupun data ekstern.



3. pemerniksaan atau penyidikan atas kebenaran kewajiban mengenai
hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang
diperoleh.

4. penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang
telah dilaksanakan.

b) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang
meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek,
baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan
dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi tentang
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan
dari permohonan kredit nasabah.

¢) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidikan (a) dan analisis (b)
kredit.

d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai
penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh analis
kredit.

2.3. Keputusan atas Permohonan Kredit
Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang

berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak,
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menyetujui dan mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat
vang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus
memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam
laporan permohonan kredit dan analisis kredit.
Wewenang dalam mengambil keputusan kredit terbagi menjadi 3
yaitu:
a) Wewenang kepala bagian kredit
Kepala bagian kredit diberi wewenang untuk memutuskan permohonan
dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan kepada kantor
pusat/direksi.
b) Wewenang direksi/kantor pusat
Direksi/kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit
yang dilakukan oleh bagian kredit/cabang setelah mengadakan penilaian
permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.
c) Direksi/kantor pusat dengan Bank Indonesia
Jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari
Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan
permohonan kredit kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan
kepada cabang akan dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank

Indonesia.
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Bagian kredit memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit
kepada direksi maka dalam surat usul harus dimuat minimal data-data
sebagai berikut :

1. Informasi mengenai nasabah
Informasi yang dimaksud adalah perilaku atau karakter nasabah,
kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal yang mencerminkan
kepribadian serta kemampuan nasabah sebagai ukuran dari sebagian
sumber dan daya pelunasan kreditnya.

2. Aktivitas usaha nasabah
Seluruh keterangan mengenai aktivitas usaha nasabah misalnya rencana
pembelian dan penjualan serta realisasi pembelian dan penjualan.

3. Jaminan

4. Laporan Keuangan (Financial Statement)
Harus disertakan neraca dan perhitungan rugi laba yang telah diaudit
oleh akuntan publik. Pada umumnya usul-usul kredit jangka pendek
berjumlah besar dan diaudit oleh akuntan publik (dengan unqualified
opinion) yang telah terdaftar dan mempunyai izin.

S. Proyeksi Arus Kas (Cash Flow Projection)
Untuk jenis kredit yang sifatnya aflopend (seperti kredit industri, kredit
musiman, kredit investast) surat usul secara mutlak harus disertai dengan

cash flow projection sehingga dapat disusun jadwal waktu pelunasannya



secara baik. Untuk kredit produksi hanya berfungsi sebagai alat bantu
dalam menentukan kebutuhan maksimum nasabah modal kerja.
6. Aktivitas rekening
Calon nasabah yang memiliki rekening harus menguraikan aktivitas
rekening seperti : saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan
serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah debet dan kreditnya.
2.4. Penolakan Permohonan Kredit
Penolakan Permohonan Kredit dapat terjadi :
a) Oleh Bagian Kredit atau Cabang
Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata
dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
b) Oleh Bagian Kredit atau Cabang setelah mendapat keputusan penolakan
direksi
2.5. Persetujuan Permohonan Kredit
Yang dimaksud persetujuan kredit adalah keputusan bank untuk
mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.
Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan
tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas
kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah
yang harus diambil antara lain :
a) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon

b) Pengikatan jaminan
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¢) Penandatanganan perjanjian kredit
d) Penandatanganan Surat Aksep
e) Informasi untuk bagian lain
f) Pembayaran bea materai kredit
g) Pembayaran provisi kredit (Commitment fee)
h) Asuransi barang jaminan
1) Asuransi kredit
2.6. Pencairan fasilitas kredit
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan
kredit yang telah disetuyjui oleh bank. Pencairan kredit ini berupa
pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau
fasilitas lainnya.
2.7. Pelunasan fasilitas kredit
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah
terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit.
3. Penilaian Kredit
Prinsip penilaian kredit meliputi : (Bambang Riyanto,1995:217)
3.1. Character
Character menyangkut segi pribadi, watak dan kejujuran pimpinan

perusahaan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban finansialnya.



o)
(8]

3.2. Capacity
Capacity menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya,
baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian di bidang usahanya.
Oleh karena itu, berdasarkan data-data finansial masa lalu, bank dapat
menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan rencana kerja di
waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit
tersebut.

3.3. Capital
Capital menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang
ditunjukkan oleh rasio keuangan. Bank harus mengetahui bagaiman
perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri.

3.4. Collateral
Collateral menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai
jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank.

3.5. Condition
Bank harus menilai sampai seberapa jauh pengaruh dari adanya suatu
kebijakan pemerintah di bidang ekonomi atau pengaruh dari trend ekonomi
terhadap prospek perusahaan pemohon kredit.

D. PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL KERJA NASABAH
Untuk menghitung kebutuhan modal kerja nasabah, BRI Cabang Katamso

Yogyakarta menggunakan dua pendekatan yaitu :



1. Pendekatan Working Capital Turnover (WCTQO)
Yaitu pendekatan dengan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja yang
besarnya di bawah 350 juta.

2. Pendekatan Spreadsheet
Yaitu pendekatan dengan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja yang
besarnya di atas 350 juta.

Untuk menghitung kebutuhan kredit modal kerja harus diketahui hal-hal sebagai

berkut :

a. pertumbuhan penjualan yaitu dengan jalan memproyeksikan penjualan periode
sebelumnya. .‘

b. perputaran piutang

c. perputaran persediaan

d. perputaran hutang

e. kas yang tersedia pada periode sebelumnya

Rumus perhitungan kebutuhan modal kerja yaitu :

1.

Pendekatan Working Capital Turnover (WCTO)

WCTO
x OPE x Proyeksi penjualan = XXX
Periode
Net Working Capital (NWC) = XXX ~
Kebutuhan Modal Kerja = XXX
Hutang Dagang = XXX

Kebutuhan Kredit Modal Kerja = XXX
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Keterangan :
WCTO = Days of Inventory (DO1) + Days of Receivables (DOR)

OPE = Out Pocket Expenses

HPP + Biaya administrasi, penjualan dan umum
NWC = Net Working Capital
= Aktiva Lancar — Hutang Lancar

2. Pendekatan Spreadsheet

Delta Piutang Dagang XXX
Delta Persediaan XXX
+

XXX
Delta Hutang Dagang XXX
Perubahan Modal Kerja XXX
Kas periode lalu XXX
Tambahan Kredit Modal Kerja XXX

E. SISTEM PENGENDALJIAN KREDIT
Tujuan Sistem Pengendalian Kredit yaitu :
1. Untuk memastikan keberadaan dan efektivitas sistem operasi dan pengendalian
kredit.
2. Untuk meyakinkan kebenaraan informasi mengenai kewajibaan masing-masing

debitur.
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Untuk melihat apakah pembenian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan sejauh mana perhatian manajemen terhadap kredit-kredit
bermasalah.

Untuk mengetahui bahwa seluruh kredit telah dilengkapi dengan dokumentasi
yang memperkuat posisi bank.

Untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan dilindungi dengan agunan
yang memadai.

Untuk meyakinkan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada
informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Untuk meyakinkan bahwa pembernan kredit telah sesuai dengan
peraturan/ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern.

Suatu sistem pengendalian dinilai baik apabila telah terdapat : (Teguh Pudjo

Muljono,1991:24)

1.

Y

Lo

struktur organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsional secara
tepat

terdapat sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak
agar tercapal accounting control yang cukup

adanya kebiasaan praktek-praktek yang yang sehat yang harus ditkuti dalam
melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi

adanya pegawai-pegawal yang kualitasnya seimbang dengan tanggung

Jjawabnya.



Untuk melaksanakan sistem pengendalian yang baik perlu diperhatikan

prinsip-prinsip pengendalian yaitu : (Teguh Pudjo Muljono,1991:24)

1.

7.

perlunya pegawai yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab
yang sesuai dengan kecakapan, pengalaman dan kejujurannya
perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, fungsi
administratif dan fungsi akuntansi
perlunya pengawasan langsung dari atasan yang bertanggung jawab atas hasil
pekerjaan pegawai tersebut

perlunya penetapan tanggung jawab secara perorangan yang jelas sehingga
memberikan pengaruh yang positif bahwa tugas- tugas itu akan lebih

diperhatikan

. perlu mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang

rutin
perlu adanya pencatatan yang seksama dan segera atas semua transaksi-
transaksi ekstern

perlu adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara fisik.

F. STATISTICAL SAMPLING

Statistical Sampling dibagi menjadi dua yaitu attribute sampling dan variable

sampling. Atiribute sampling atau proportional sampling digunakan terutama

untuk menguji efektivitas struktur pengendalian intern (dalam pengujian

pengendalian), sedangkan variahle sampling digunakan terutama untuk menguji



nilai rupiah yang tercantum dalam rekening. Model artribute sampling dapat
dibagi menjadi 3 yaitu : (Mulyadi,1998:241)
1. Fixed-sample-size attribute Sampling
Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan
persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini
digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur
struktur pengendalian intern. Prosedur pengambilan sampel sebagai berikut :
a. penentuan atfribute yang akan diperiksa
b. penentuan populasi yang akan diambil sampelnya
c. penentuan besarnya sampel
d. pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi
e. pemeriksaan terhadap attribute yang menunjukkan efektivitas unsur
pengendalian intern
f. evaluasi hasil pemeriksaan terhadap artribufe anggota sampel
2. Stop-or-go Sampling
Dalam stop-or-go sampling ini, apabila tidak ditemukan adanya
penyimpangan atau kesalahan maka pengambilan sampel dapat dihentikan.
Prosedur pengambilan sampel dalam stop-or go sampling sebagai berikut :
a. menentukan desired upper precision limif dan tingkat keandalan
b. menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk penguyjian

pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil
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membuat tabel stop-or-go decision

evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel

3. Discovery Sampling

Model pengambilan sampel ini digunakan jika tingkat kesalahan yang

diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Discovery

sampling dipakai untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dan

ketidakberesan yang lain. Prosedur pengambilan sampel dalam discovery

sampling adalah sebagai berikut :

a.

b.

menentukan atiribute yang akan diperiksa

menentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya
menentukan tingkat keandalan

menentukan desired upper precision limit

menentukan besarnya sampel

memeriksa aftribute sampel

evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristi sampel
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada “Bank Rakyat Indonesia
Cabang Katamso” Yogyakarta. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini
hanya berlaku pada “Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso” Yogyakarta.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di  “Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso”
Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Maret — 13 Juni 2001
C. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek Penelitian
Subyek Penelitian yaitu orang-orang yang terlibat dalam penelitian meliputi
Pimpinan Bank, Kepala Bagian Kredit dan Pejabat Pengelola Kredit lainnya
yang memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Obyek Penelitian
Obyek Penelitian meliputi :
a. Prosedur dalam pemberian kredit

b. Sistem pengendalian kredit



D. Variabel Penelitian
Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek penelitian.
Dalam hal ini variabel penelitian terdiri dan :
1. Besarnya kredit yaitu jumlah kredit yang diberikan kepada debitur.
2. Kebijakan pemberian kredit
E. Data Yang Dicari
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi
yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer yang dibutuhkan yaitu :
a. Pinjaman kredit
b. Jaminan kredit
c¢. Laporan keuangan debitur
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang
bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu :
a. Sejarah berdirinya perusahaan
b. Struktur organisasi perusahaan
c. Prosedur analisis kredit

d. Prosedur pengendalian kredit



F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan pada
subyek penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen, berkas dan
catatan-catatan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
G. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu

model attribute sampling, yaitu stop-or-go sampling. Langkah-langkah yang perlu

ditempuh adalah : (Soeratno dan Lincolin, 1993:110)

1. Menentukan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas
pengendalian intern. Artribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif dari
suatu unsur yang membedakannya dari unsur yang lain.

2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.

3. Sampel diambil dengan teknik Random Sampling, yaitu mengambil sampel
secara acak tanpa memilih terlebih dahulu. Dengan demikian setiap anggota
dari populasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai

sampel.
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H. Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian akan diteliti mengenai prosedur analisis kredit dan prosedur
sistem pengendaliannya. Dari penelitian ini dikumpulkan data-data mengenai
objek penelitian untuk dianalisis.
1. Prosedur analisis kredit dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

a) Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan membuat Surat
Permohonan Kredit.

b) Bank mengevaluasi dan menganalisa kredit yaitu dengan meneliti kegiatan
usaha debitur, meneliti dan menilai jaminan yang diserahkan, menilai
laporan keuangannya serta menganalisis kebutuhan modal kerja. Untuk
menilai laporan keuangan debitur, bank mengadakan analisa rasio yaitu:
Rasio Likuiditas
Yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai
operasi dan memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih.

Rumus :
Aktiva Lancar

Current Ratio=——— x 100%
Hutang Lancar

Aktiva Lancar - Persediaan
Quick Ratio = x 100%
Hutang Lancar




Rasio Rentabilitas
Yartu rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam memperoleh keuntungan.
Rumus :
Earning After Tax (FAT)

Profit Margin = x 100%
Sales

Rasio Solvabilitas
Yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan

dibiayai hutang. Alat analisis solvabilitas perusahaan adalah :

Total Hutang
Debi to Total Assets = x 100%
Total Aktiva

Total Hutang
Debt to Equity Ratio = x 100%
Modal Sendiri

Rasio Aktivitas
Yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan
aktivitas sehari-hari.
Rumus :
Piutang Usaha

Days Of Receivable (DOR) = x 360
Penjualan Bersih




Persediaan Barang
Days Of Inventory (DOI) = x 360
HPP

Analisis kredit modal kerja yang dipertimbangkan

Untuk kredit modal kerja dalam jangka waktu pendek maka kebutuhan
kredit itu dapat diketahui dengan menggunakan metode perputaran modal
kerja (gross working c&.pital turnover) dengan cara sebagai berikut : (Drs.

S. Munawir, 1983 : 249)

Pada tingkat penjualan sekarang

Penjualan bersih

Rp.........
Perputaran Modal Kerja
Untuk tambahan penjualan yang direncanakan
Tambahan penjualan
Rp ..o
Perputaran Modal Kerja
+
Jumlah Modal Kerja yang dibutuhkan Rp..........
Modal Kerja yang dimiliki sekarang Rp.........

Jumlah Kredit yang dipertimbangkan Rp



Kebutuhan Modal Kerja

Jumlah hari
X penjualan rata-rata per bulan Rp ...
30
Dikurangi Modal Kerja yang telah diterima Rp..........
Dikurangi Hutang Dagang Rp .o
Modal Kerja yang diperlukan Rp.ie.

¢. Mengambil suatu kebijakan menolak atau menyetujui permohonan kredit
yang diajukan debitur.
2. Untuk mengetahui baik tidaknya sistem pengendalian kredit yang
dilaksanakan bank dilakukan beberapa langkah yaitu :
a. menganalisis dokumen dan catatan yang digunakan dalam bank
b. menganalisis unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit
c. menganalisis prosedur pemberian kredit yang diterapkan bank
d. menganalisis pelaksanaan pengendalian kredit dalam prosedur pemberian
kredit yang diterapkan
e. menganalisis efektivitas pengendalian kredit dengan melakukan pengujian
kepatuhan dengan metode stop-or-go sampling.

Cara yang dilakukan dalam pengujian ini antara lain: (Mulyadi,1993:173)



a. menentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan.
Yaitu dengan menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat
kesalahan yang masih dapat diterima. Mulyadi menyarankan untuk
memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, atau 97,5%.

b. menggunakan tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian
Kepatuhan untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil.

¢. membuat tabel stop-or-go decision
Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL=AUPL. Pada tingkat
kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus :

Confidence level factor at desired reliability
for occurrence observed

AUPL =
Sample size

Jika kesalahan yang dijumpai = 1, maka AUPL > DUPL sehingga perlu
mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan dapat dihitung dengan
rumus :

Confidence level factor at desired reliability level for
occurrences observed

Sample size =
Desired upper precision limit (DUPL)



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BRI (Persero) Cabang Katamso

Berdirinya PT. BRI (Persero) Cabang Katamso tidak terlepas dan sejarah
berdirinya BRI kantor pusat. Pertama kali, BRI didirikan pada tanggal 16
Desember 1895 dengan nama Bank Priyayi (Hulp-en Spaarbank der Inlandsche
Bestuurs Ambtenaren) dan didirikan oleh Bapak R. Bei Aria Wiraatmaja yang
pada waktu itu menjabat sebagai patih di Purwokerto. Beliau juga dikenal sebagai
pencipta bank-bank Kredit Pertanian dan Perkoperasian.

Pada masa sebelum penjajahan Jepang, banyak bank-bank yang tumbuh dan
berkembang serta banyak badan perkreditan yang muncul. Pada tahun 1898
didirikan Volksbanken atau disebut juga Bank Rakyat. Tetapi Volksbanken banyak
mengalami kesulitan, sehingga pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan
dalam perkreditan rakyat. Oleh karenanya pada tahun 1904 pemerintah Hindia
Belanda mendirikan Dienst der Volkscredietwezen atau Dinas Perkreditan Rakyat
yang tujuannya untuk membantu Volksbanken.

Pada tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Centrale Kas yang
tugasnya memberikan bantuan pengawasan dan bimbingan keuangan kepada
badan-badan perkreditan (Volksbank). Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-
1932, banyak Volksbanken yang tidak berjalan dengan lancar (macet). Oleh karena

itu pada tahun 1934 dibentuk Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) dan Centrale



Kas dibubarkan (dilikuidasi). Tugas-tugas Centrale Kas diserahkan kepada AVB
dan badan-badan perkreditan dijadikan cabang-cabang AVB yang berkantor pusat
di Jakarta.

Pada jaman pendudukan Jepang, A/gemeene Volkscrediet Bank (AVB) diubah
menjadi Syomin Ginko berdasarkan berdasarkan Osamu Seirei No. 8 tahun 1942
sampai pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan
Syomin Ginko berjalan terus. Dengan perjuangan yang gigih akhirnya A/gemeene
Volkscrediet Bank dapat dihidupkan kembali. Namun pada tahun 1951 dikeluarkan
Undang-undang No. 12 tentang penghapusan Algemeene Volkscrediet Bank (AVB)
dan diganti menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat sehingga tercapailah kesatuan
BRI yang meliputi seluruh wilayah tanah air. Tugas BRI yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 adalah memberikan kredit kepada kelas
menengah yaitu para pengusaha dan pedagang kecil serta memberikan pinjaman
mereka yang tidak memperoleh kredit dari sumber-sumber lain. |

Pada tahun 1960, dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang No. 41 tahun 1960 yang mengatur pembentukan bank baru dengan nama
Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada bulan Agustus 1965 bank
pemerintah digabung menjadi satu kecuali Bank Indonesia. Supaya tercipta
koordinasi manajemen yang baik antara Bank Indonesia dengan gabungan bank
milik pemerintah maka ada pembagian unit yaitu :

1. Bank Indonesia menjadi BNI Unit ]

2. Bank Indonesia Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit I1
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3. Bank Negara Indonesia menjadi BNI Unit 111
4. Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV
5. Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 dan
berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1968, BNI Unit 11 bidang Rural
dipisahkan menjadi bank-bank milik negara dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia
Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, BRI bertugas menampung
segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan peralatan BNI Unit Il bidang
rural.

2. Bank Eksport Import
Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1968, Bank Eksport Import
Indonesia bertugas menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan
perlengkapan BNI Unit II bidang eksim.

Menurut pasal 7 Undang-undang No. 21 tahun 1968, tugas dan usaha BRI
diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional
dengan jalan melakukan usaha bank umum yaitu dalam hal pengumpulan dana
dengan menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta memberikan
kredit jangka pendek, menengah dan panjang, jasa pengiriman uang, pelaksanaan

kliring dan lain-lain.
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Pada tahun 1988 dikeluarkan paket kebijaksanaan 27 Oktober yang
memberikan kemudahan dalam membuka cabang suatu bank. Munculnya paket
kebijaksanaan tersebut mengakibatkan persaingan dunia perbankan semakin ketat.

BRI Cabang Katamso Yogyakarta merupakan salah satu cabang BRI di
wilayah kantor BRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mula-mula BRI cabang
Katamso Yogyakarta ini bernama Bank Kartini yang diresmikan oleh Direksi BRI
atas ijin Menteri Keuangan RI pada tanggal 21 April 1966. Dalam pelayanannya
kepada masyarakat, BRI diubah menjadi perusahaan perseroan (PERSERO)
dengan PP No. 21 tahun 1992 tertanggal 29 April 1992 yang bertujuan supaya BRI
bergerak dalam orientasi bisnis (Business Oriented) yang sesuai dengan Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

PT. BRI (Persero) cabang Katamso terletak di jalan Brigjen Katamso No. 13-
15 Yogyakarta. Lokasinya sangat strategis sehingga transportasi mudah didapat
dan memudahkan nasabah atau masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari PT.
BRI cabang Katamso. Tujuan didinkannya PT. BRI cabang Katamso adalah untuk
menyediakan jasa perbankan yang cukup luas dan sangat penting peranannya
dalam peningkatan pembangunan ekonomi yaitu sebagai perantara di bidang
keuangan (financial intermediary) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

dan pengusaha. Bank memberikan berbagai macam pelayanan tidak hanya berupa

pinjaman (kredit) saja melainkan simpanan dan jasa bank lainnya. PT. BRI
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(Persero) cabang Katamso harus dapat berkembang dan sanggup beroperasi secara
mandiri tanpa tergantung pada subsidi pemerintah.
. Struktur Organisasi BRI Cabang Katamso

Untuk membentuk sebuah organisasi yang baik perlu diperhatikan beberapa
aspek yaitu perumusan organisasi yang jelas dan baik serta pembagian tugas dan
wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi merupakan
kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan melalui
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Organisasi dalam dunia
perbankan merupakan syarat mutlak, mengingat sifat dan tanggung jawabnya
terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada bank atas uang
yang disimpannya. Oleh karena itu, lembaga perbankan memegang peranan
penting dalam kemajuan atau perkembangan usaha perbankan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya BRI Cabang Katamso Yogyakarta dipimpin
oleh seorang Pimpinan Cabang (PINCA). Berikut ini dijelaskan mengenai tugas
dan tanggung jawab PINCA dan bagian lainnya.

1. Pimpinan Cabang (PINCA)
Tugas dan tanggung jawabnya adalah:
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan bisnis di Kantor
Cabang.
b. Memutuskan kredit sesuai dengan kewenangannya.
c. Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan wewenangnya dalam

menganalisa, mengevaluasi, merekomendasi dan memutuskan kredit.
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d. Berperan serta aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis
CRB dan menetapkan strategi Kantor Cabang (Kanca) dalam meningkatkan
penetrasi pasar, sesuai dengan yang telah direncanakan, dianggarkan dan
disetujui Kanwil.

e. Mengamankan dan melaksanakan putusan kebijaksanaan yang dibuat oleh
atasannya untuk wilayah kinerjanya.

f. Melakukan pembinaan kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari
kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.

g. Secara aktif meningkatkan kemampuan bawahan.

. Staf ]

Staf | untuk sementara bertugas membantu PINCA dalam mengendalikan AO,

0O dan lainnya karena tugas yang sebenarnya belum ada kejelasan.

. Wapinca Bidang Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab Wapinca bidang pemasaran adalah:

a. Berperan serta secara aktif dalam strategi pengembangan bisnis Kanca serta
menjalin hubungan secara profesional dengan debitur dan pihak ketiga yang
terkait dengan BRL

b. Menerapkan proses kredit sesuai dengan KUP-BRI dan PPK-CRB yang telah
ditetapkan terhadap account yang termasuk portofolionya untuk mencapai
target Kanca.

¢. Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada Pinca.

d. Memberikan rekomendasi untuk kredit putusan Pinca.
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4. Account Officer (AO) Umum

Tugas dan tanggung jawab AO Umum adalah:

a. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah bank dalam pengajuan kredit.

b. Melaksanakan analisa kredit atas permohonan kredit yang diajukan oleh
nasabah.

c. Melaksanakan pemeriksaan lapangan tentang kondisi usaha dan data-data
nasabah untuk bahan analisa kredit.

d. Merekomendasikan putusan kredit kepada pimpinan cabang.

e. Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang menjadi
tanggung jawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit
dilunasi.

5. AO Program
Tugas dan tanggung jawab AO Program sama dengan AO Umum tetapi ini
khusus untuk pelayanan kredit program, artinya kredit yang sumber dananya
berasal dari pemerintah, Bank Indonesia dan luar negeri.
6. AO Tapsun
Tugas dan tanggung jawab AO Tapsun sama dengan AO Umum tetapi AO
Tapsun khusus untuk nasabah kredit yang berpenghasilan tetap dan pensiunan.
7. Koordinasi Administrasi Kredit (Koord. ADK)
Tugas dan tanggung jawab Koord. ADK adalah:

a. Menjamin terlaksananya kebijakan dan prosedur kredit.
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b. Menjamin bahwa hasil finansial analist telah lengkap atas permohonan kredit
yang bersangkutan.
8. OPK Umum
OPK bertugas mengelola dan menatausahakan proses permohonan kredit serta
mendokumentasikannya.
9. Operation Officer (O0O)
a. Mengelola dan mengkoordinir proses pelayanan nasabah di Kanca secara
efektif dan effisien.
b. Mengatasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelayanan
nasabah.
c. Mempersiapkan pembayaran atau realisasi kredit dan pembayaran gaji
pegawai.
d. Mengawasi seluruh proses kegiatan operasional perkreditan.
e. Mengelola dan mengkoordinir penggunaan dana dari masyarakat secara
efektif dan efisien.
10. Kepala Seksi Rumah Tangga (KASI RUTANG)
Tugas dan tanggung jawab Kasi Rutang adalah menjamin pemenuhan seluruh
kebutuhan pelayanan intern Kantor Cabang dan pengelolaan kebutuhan logistik
Kantor Cabang atau BRI untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
~11. Koordinator AKULAP

Tugas dan tanggung jawab koordinator AKULAP adalah:
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a. Mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan proses akuntansi di
Kanca untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional sehari-hari,
keakuratan dan ketepatan waktu pembukuan dan pelaporan.

b. Mengelola dan mengkoordinir persiapan pembukuan anggaran Kantor
cabang.

c. Menyajikan laporan keuangan Kantor cabang.

C. Ruang Lingkup Usaha PT. BRI (Persero) Cabang Katamso

Pada dasarnya kegiatan usaha PT. BRI Cabang Katamso adalah sama dengan
kegiatan usaha bank lain pada umumnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Selain itu, PT. BRI’
(Persero) Cabang Katamso juga melakukan aktivitas-aktivitas di bidang jasa
keuangan lainnya. Usaha-usaha jasa bank meliputi :
1. Usaha pinjaman yang berbentuk :

a. Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK)

b. Kredit Kecil Investasi (KKI)

c. Kredit untuk golongan Pegawai Tetap (KRETAP)

d. Kredit untuk golongan Pensiun (KRESUN)

e. Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)
2. Usaha Simpanan yang berbentuk :

a. Giro Biasa dan Giro Multiguna (ROMUNA)

b. Deposito 1,3,6,12,dan 24 bulan

c. Tabanas (BRITAMA)



d.

Simaskot

3. Usaha Jasa Bank yang berbentuk :

a.

b.

Pengiriman uang atau transfer

Wesel

Inkaso

Cek Perjalanan BRI (CEPEBRI)

Kliring

Saluran dana dari BKKBN

Penyaluran dana dari pembayaran pensiunan

Penyaluran dana dari pembayaran pajak
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BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA

Kredit macet merupakan salah satu masalah dalam dunia perbankan. Kredit
macet itu terjadi akibat kesalahan bank dalam menentukan atau memilih calon
debitur serta pelaksanaan prosedur perkreditan yang tidak sehat. Dalam upaya
menghindari kredit macet ini, PT. BRI Cabang Katamso menerapkan prinsip
kehati-hatian untuk setiap tahapan proses pemberian kredit modal kerja. Prinsip
kehati-hatian mi tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara
penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat kredit.

Kinerja kredit di PT. BRI Cabang Katamso dipengaruhi oleh dua faktor yaitu
faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern merupakan faktor yang tidak
dapat dikendalikan sedangkan faktor intern merupakan faktor yang dapat
dikendalikan. Salah satu faktor intern ini adalah penentuan instrumen kredit.
Instrumen kredit adalah bentuk kredit yang terdirt dari Kredit Investasi (KI),
Kredit Modal Kerja (KMK), serta kredit dengan sistem angsuran (Annuited atau
non-Annuited). Instrumen kredit dapat mendeteksi kemungkinan penyimpangan
penggunaan kredit serta untuk mengurangi risiko pemberian kredit. Dalam hal ini
peneliti hanya meneliti mengenai Kredit Modal Kerja. Instrumen Kredit Modal

Kerja dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
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KMK R/K Maks. Co. Tetap

KMK R/K Maks. Co. Tetap merupakan Kredit Modal Kerja untuk
pembiayaan jangka pendek yang bersifat temporer atau musiman. Jangka
waktu kredit tidak lebih dari satu tahun. Apabila kebutuhan musiman terjadi
beberapa kali dalam satu tahun, debitur yang disiplin akan meminjam pada
saat membutuhkan dan melunasi pada saat usaha temporer yang dibiayai
selesai. Dan apabila penggunaan kredit untuk kebutuhan temporer hanya
sekali pakai maka pelunasan kredit dilakukan pada saat barang yang dibeli
terjual.

KMK R/K Maks. Co. Menurun

KMK R/K Maks. Co. Menurun merupakan kredit yang digunakan untuk
membiayai Modal Kerja Dasar (MKD) dimana setelah jangka waktu tertentu
akan dibiayai dengan modal sendir (equity). Jangka waktu kredit maksimum
3 tahun (tergantung pada proyeksi cash flow perusahaan). Fasilitas kredit ini
dapat dinegosiasikan kembali, sekurang-kurangnya setelah jangka waktu
kredit berjalan 6 (enam) bulan dan debitur tepat waktu dalam membayar
kewajiban pokok dan bunga, untuk itu AO perlu melakukan analisa kembali
terhadap kondisi usaha debitur.

KMK W/A (Withdrawal Approval)

KMK W/A merupakan kredit untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek
berdasarkan job order tertulis dari pihak pemberi order (bouwheer) yang

bonafid. Job order tersebut dapat berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Surat
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Persetujuan Proyek (SPP), Purchasing Order dan Delivery Order (PO/DO)
antara pemasok barang dengan pedagang yang bonafid. Pencairan kredit
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BRI dan
pengembalian kredit berdasarkan termin pembayaran dari pemberi order.

Dalam analisis ini penulis menggunakan laporan keuangan dari Bengkel
Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 1999,
2000 dan 2001. Analisa Trend digunakan untuk menganalisis perubahan dari
pos-pos neraca dan Rugi Laba. Sedangkan analisis rasio digunakan untuk
mengetabut posisi keuangan suatu perusahaan serta keadaan atau kondisi
perusahaan lancar atau tidak.

Dalam analisa dan evaluasi kredit, keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya merupakan faktor yang penting
bagi bank. PT. BRI (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta menyarankan kepada
debitur bahwa untuk jumlah kredit komersial senilai Rp. 25.000.000,00 ke atas
masuk ke cabang sedangkan jumlah kredit komersial senilai Rp. 25.000.000,00
ke bawah masuk ke unit. Berikut ini akan dibahas mengenai prosedur analisa
kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta terhadap Bengkel Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil yang
berlokasi di Jalan Bantul Yogyakarta.

1.) Debitur mengajukan permohonan kredit dengan membuat Surat Permohonan

Kredit



Untuk mengajukan permohonan kredit, nasabah membuat permohonan
secara tertulis yang isinya mengenai identitas debitur dan jumlah kredit modal
kerja yang diminta oleh debitur untuk diserahkan kepada bagian administrasi
kredit. Kemudian Koordinator Administrasi Kredit (Koor. ADK) membuat
suatu memorandum untuk disampaikan kepada AO. Petugas administrasi
kredit (ADK) meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen
kelengkapan kredit telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
Permohonan kredit disajikan secara tertulis dan memuat beberapa hal sesuai
keperluannya yaitu :

a. Keterangan tentang permintaan pinjam

b. Memorandum Analisa Kredit (MAK)

c. Laporan penilaian agunan

d. Laporan Keuangan

e. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

f  Akta pendirian dan akta perubahan perusahaan

g. Copy perijinan usaha

h. Copy bukti pemilikan jaminan

1. Copy lembar form pengawasan kelengkapan berkas dari petugas ADK

j. lain-lain yang diperlukan

Beberapa hal tersebut diatas diperlukan untuk mengambil keputusan dan
merupakan catatan proses persetujuan. Setelah selesai diproses MAK

diserahkan kepada AO untuk dievaluasi dan dianalisa.
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2.) Evaluasi dan Analisa Kredit
Yang melakukan analisa dan evaluasi kredit adalah AO (Account Officer).
Sebelum melakukan analisis dan evaluasi kredit, AO mencari data-data |
melalui: wawancara dengan pemohon, kunjungan ke lokasi usaha, wawancara
dengan pihak-pthak lain, penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit,
kunjungan ke lokasi agunan dan penelitian atas data-data yang diterima oleh
bank.
Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam MAK yang mengandung
unsur-unsur yang meliputi informasi nasabah yaitu:
a. Identitas
Identitas ini dimaksudkan untuk memberi gambaran awal tentang key
persons yang mengelola perusahaan, lokasi perusahaan dan keabsahan
operasi perusahaan.
b. Tujuan permohonan kredit
Permohonan kredit mencantumkan jumlah kredit, jenis kredit, obyek yang
dibiayai, jangka waktu kredit serta alasan kebutuhan kredit.
c. Riwayat hubungan bisnis dengan BR1/Bank lain
Riwayat hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain menjelaskan mengenai
saat dimulainya hubungan bisnis dengan BRI, bidang-bidang yang dijalin
dalam hubungan bisnis dengan BRI serta kualitas hubungan bisnis dengan

BRL
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d. Analisa 5C Kredit

Analisa 5C kredit meliputi :

d.1. Analisa watak
AO meneliti perilaku debitur dari berbagai sumber informasi antara
lain mengenai reputasi bisnis, catatan knminal, legalitas usaha
pemohon, riwayat hidup pemilik (dalam hal ini adalah debitur).

d.2. Analisa Kemampuan
Analisa kemampuan dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek
manajemen (kemampuan pengelolaan perusahaan), aspek produksi
(kemampuan pemohon memproduksi atau mengadakan barang yang
tercermin dari kemampuan daya saing produk yang diperdagangkan),
aspek pemasaran (kemampuan pemohon dalam memasarkan
produknya), aspek personalia (kemampuan perusahaan dart segi
kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas
perusahaan) serta aspek finansial.
Untuk menganalisa aspek finansial diperoleh data-data mengenai

laporan keuangan debitur yaitu :



Tabel 1.

‘Rugi Laba debitur selama 3 tahun terakhir

Rp 000,00
Keterangan - 31 Des 1999 | 31 Des 2000 | 30 Mar 2001
Penjualan bersih
} 110.000, 165.000 67.000
Harga pokok penjualan
73.600 110.550 43.550
Laba kotor
36.400 54.450 23.450
Biaya Adm. Penjualan Umum
7.360 11.550 4.690
Laba Operasional
29.040 42.900 18.760
Biaya Bunga
12.350 9.193 5.414
Biaya Penyusutan
10.400 10.400 2.600
Biaya lainnya 0 0 0
Pendapatan stlh. Biaya bunga 0 0 0
dan penyusutan
6.290 23.307 10.746
Penghasilan lainnya 0 0 0
Pendapatan sblm. Pajak (EBT)
6.290 23.307 10.746
Pajak
1.266 3.496 1.612
Laba bersih
5.024 19.811 9.134

( Sumber data : BR1 Cabang Katamso Yogyakarta)
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Tabel 11.

NERACA
Rp 000,00
Keterangan Periode
31 Des 1999 | 31 Des 2000 | 30 Mar 2001
AKTIVA

Kas 1.928 1.500 1.062
Piutang Usaha/Dagang 13.700 11.250 20.800
Persediaan Barang 102.000 83.809 107.000
Aktiva Lancar Lainnya 0 0 0
Jumlah Aktiva Lancar 117.628 96.559 128.862
Tanah 54.800 54.800 54.800
Bangunan 50.000 50.000 50.000
Mesin-mesin 17.500 17.500 17.500
Kendaraan 9.500 9.500 9.500
Peralatan 0 0 0
Aktiva Tetap Lainnya 0 0 0
(Penyusutan) (13.400) (23.800) (26.400)
Jumlah Aktiva Tetap 118.400 108.000 105.400
Total Aktiva 236.028 204.559 234.262

PASSIVA
Hutang Dagang 0 0 40.461
Hutang Bank BRI 99.665 48.385 28.493
Jumlah Hutang Lancar 99.665 48.385 68.954
Hutang Jk. Panjang Bank BRI 0 0 0
Hutang Jk. Panjang Bank Lain 0 0 0
Jumlah Hutang Jk. Panjang 0 0 0
Total Hutang 99.665 48.385 68.954
Laba Ditahan 131.339 136.363 156.174
Laba Tahun Berjalan 5.024 19.811 9.134
Jumlah Modal Sendiri 136.363 156.174 165.308
Total Passiva 236.028 204.559 234.262

( Sumber data : BRI Cabang Katamso Yogyakarta)
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Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk analisa adalah laporan

keuangan tiga periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah
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minimum tiga bulan sebelum bulan pengajuan. Sebelum dilakukan analisa dan
evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan, bank mengkaji ulang seluruh
komponen yang ada dalam laporan keuangan tersebut (Recasting).

Tabel I11 : Analisa Rasio Keuangan yang diperoleh dari perhitungan

Keterangan Rumus Periode kondisi
31Des 99 | 31Des ‘00 | 30 Mar ‘0] | finansial
Rasio Likuiditas
Aktiva Lancar .
Current Ratio x 100% | 118,02 % | 199,56 % | 186,88 % | [luktuasi
Hutang Lancar
Quick Ratio AL —Persd. )
X 100% 15,68 % 26,35 % 31,71% | nak
Hutang Lancar
Rasio Rentabilitas
EAT )
Profit Margin x 100% 457% | 12% 13,63 % | haik
Penjualan
Rasio Solvabilitas
Total Hutang .
Debt to total Asset |~ x100% | 4223% | 23,65% | 29,43 % | fluktuasi
Total Aktiva
Debt  to  IEquity | Total Hutang _
T x100% | 73,09% | 30,98% | 41,71% | fluktuasi
Ratio Modal Sendiri
Rasio Aktivitas
Piutang Usaha ‘ )
Days Qf Receivable x 360 45 25 28 {luktuasi
(DOR) Penjualan
Days Qf Inventory | Persed. Barang
(DOI) x 360 499 273 221 turun
HPP

{ Sumber data : BRI Cabang Katamso)
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Berdasarkan rasio keuangan yang diperoleh dari perhitungan maka penulis
menganalisa hasil perhitungan rasio keuangan tersebut seperti terlihat dalam tabel

IV.

Tabel IV.

Hasil Analisa Rasio Keuangan

Rasio Keuangan Analisa |

Rasio Likuiditas
1. Current Ratio Likuiditas perusahaan dapat dikatakan cukup baik,
hal ini terlihat dari CR yang terjadi tahun 1999
sampai tahun 2000 yang mengalami kenaikan
yang cukup tinggi yaitu sebesar 69,1%. Hanya
pada th. 2001 CR mengalami penurunan sebesar
6,35% dikarenakan adanya peningkatan hutang
dagang. CR tahun 2001 adalah 186,88% artinya
setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva
lancar sebesar Rp 1,87. Jadi walaupun ada
penambahan hutang dagang, perusahaan masih
dapat memenuhi kewajibannya dengan aktiva

lancar yang dimiliki perusahaan.

2. Quick Ratio Pada tahun 1999, QR adalah 15,68% artinya setiap

Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar




sebesar Rp 0,16. Pada tahun 2000, QR meningkat
menjadi  26,35%. Peningkatan ini disebabkan
adanya penurunan hutang lancar sebesar 51,45%
yang jauh lebih besar dari penurunan aktiva lancar
sebesar 17,9%. Pada tahun 2001 meningkat lagi
menjadi  31,71%. Peningkatan imi disebabkan
adanya penambahan hutang dagang sebesar Rp
40.461.000,00 dan kenaikan aktiva lancar sebesar

33,5%.

Rasio Rentabilitas

Profit Margin

Rentabilitas perusahaan dapat dikatakan cukup
baik, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan
profit margin dan tahun 1999 sampai tahun 2001.
Peningkatan profit margin 1n1 menunjukkan
bahwa kelangsungan usaha perusahaan terbukti
sangat baik  sehingga perusahaan  dapat

memperoleh keuntungan yang besar.

Rasio Solvabilitas

1. Debt to total assets

Pada tahun 1999 sampai 2000, Debt to total assets
mengalami penurunan. Penurunan ini dikatakan

baik karena semakin kecil nilai debrt to total assets
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maka semakin baik. Maksudnya tidak semua
aktiva dibelanjai oleh hutang. Pada tahun 2001
debt to total assels mengalami kenaikan. Hal ini
terjadi karena adanya penambahan hutang sebesar

42,5% dan peningkatan aktiva sebesar 14,5%.

2. Debt to Equity Ratio

(DER)

DER tahun 1999 — 2000 mengalami penurunan.
Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya
total hutang yang harus dibayar perusahaan
sebesar  51,5%  sedangkan modal sendiri
meningkat sebesar 14,5%. Pada tahun 2001 DER
mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena
adanya penambahan hutang dan disertai adanya

kenaikan modal sendiri sebesar 5,85%.

Rasio Aktivitas
1. Days of Receivables

(DOR)

DOR mengalami fluktuasi yang artinya semakin
kecil nilat DOR maka semakin baik karena risiko
kemungkinan tidak tertagihnya piutang dagang
semakin kecil. Pada tahun 2001 DOR mengalami
kenaikan karena adanya penambahan piutang

dagang sebesar 85% dari tahun sebelumnya.
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2. Days of Inventory

(DOJ)

DOl selama tahun 1999 — 2001

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa DOI
semakin baik karena barang dagangan yang

tersimpan di gudang laku terjual.

mengalami

(Sumber data : hasil olahan penulis)

Tabel V.
Analisa Trend Penjualan
Rp 000,00
Rekening Tahun Trend dim
prosentase
1999 2000 2001 2000 2001
Penjualan Netto 110.000| 165.000 67.000 150 162
HPP 73.600, 110.550, 43.550 150 158
Laba Penjualan 36.400| 54.450| 23.450 150 172
Biaya 7.360 11.550 4690 157 162
Adm.Penj.Umum
Laba Operasional 29.040| 42900 18.760 148 175
Pendapatan Lain-lain - - -
Pendapatan netto 29.040, 42.900 18.760 148 175

( Sumber data : BRI Cabang Katamso Yogyakarta)
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Hasil Analisis perhitungan trend penjualan dari Laporan Rugi Laba perbandingan

adalah :

1. Hasil penjualan tahun 1999-2000 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50%

(penjualan th.2000 / penjualan th.1999) x 100% = 150 %

2. Hasil penjualan tahun 2000-2001 menunjukkan peningkatan sebesar 62 %

(penjualan th. 2001 / penjualan th. 2000) x 100% = 162%

3. Hasil penjualan yang terjadi pada periode 31 Desember 1999 sampai dengan 30

Maret 2001 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan

hasil penjualan ini menggambarkan bahwa prospek perusahaan mengalami
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kemajuan dan perkembangan. Dengan hasil yang cukup tinggi maka akan
meningkatkan pendapatan perusahaan.
Analisa Kebutuhan Kredit Modal Kerja

Untuk menganalisa kebutuhan kredit modal kerja Bengkel Sepeda Motor dan
Jual Beli Onderdil, bank menggunakan pendekatan WCTO karena jumlah kredit
modal kerja yang diajukan kurang dari Rp 350.000.000,00. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai perhitungan kebutuhan kredit modal kerja.

Penghitungan dengan pendekatan WCTO (dalam ribuan)

249

— x 48.240 x 130% =Rp 173.503
90
Net Working Capital =Rp 59.908
Kebutuhan Modal Kerja =Rp 113.595

Hutan g Dagang (proyeksi)* = -
Kebutuhan Kredit Modal Kerja =Rp 113.595
Keterangan :
WCTO=DOR +DOI =28+ 221=249
OPE = HPP + Biaya Penj. ,Umum dan Administrasi
=Rp 43.550 + Rp 4.690 = Rp 48.240
Net Working Capital (NWC) = Aktiva Lancar — Hutang Lancar
=128.862 — 68.954
=59.908

* Hutang Dagang tidak diproyeksikan.



Kredit modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp 113.595.000,00 dan kredit yang
dipertimbangkan atau maksimum kredit yang boleh diterima telah ditentukan
oleh bank sebesar Rp 130.000.000,00.

Dibandingkan dengan penghitungan secara teori jauh berbeda karena
dalam penghitungan teori parameter-parameter yang digunakan berbeda dengan
yang digunakan bank. Penghitungan perputaran modal kerja dalam teori adalah
penjualan dibagi dengan modal kerja rata-rata, sedangkan penghitungan yang
digunakan bank yaitu DOI ditambah DOR-nya. Selain itu, dalam penghitungan
bank terdapat parameter OPE yaitu penjumlahan HPP dan biaya administasi,
penjualan dan umum. Penghitungan kebutuhan kredit modal kerja secara teori
dapat dilihat pada lampiran.

d.3. Analisis Modal
Analisis modal digunakan oleh bank untuk mengukur kemampuan
usaha pemohon kredit dalam mendukung pembiayaa-n dengan modal
sendiri. Analisis modal dituangkan dalam analisa sumber dan penggunaan
dana. Analisa sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk menilai
permintaan kredit yang diajukan debitur sehingga bank dapat mengetahui
bagaimana perusahaan debitur menggunakan dana yang dimilikinya.

Analisa sumber dan penggunaan dana ini juga menunjukkan tingkat

keamanan kredit atau margin of sufery bagi bank. Analisa ini juga

dimaksudkan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan

debitur itu tidak mengalami kekacauan artinya dapat digunakan untuk
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memperkuat kredit yang akan diberikan bank. Berikut ini sumber dan

penggunaan dana Bengkel Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil.

Tabel VL.

Sumber dan Penggunaan Dana
Bengkel Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil

Rp 000,00
Th. 2000 Th. 2001

Keterangan Sumber Penggunaan Sumber Penggunaan

Laba/Rugi 19,811 0 9,134 0
Penyusutan 10,400 0 2,600 0
Kas 428 0 438 0
Piutang 2,450 0 0 9,550
Stock Barang 18,191 0 0 23,191
Hutang Dagang 0 0 40,461 0
Hutang Bank 0 51,280 0 19,892
Jumiah 51,280 51,280 52,633 52,633

(Sumber data : BRI Cabang Katamso Yogyakarta)

Hasil analisa sumber dan penggunaan dana yaitu :

a. Pada tahun 2000 terdapat sumber dana dari laba, penyusutan, kas,

piutang dan stock barang yang dipergunakan untuk memperkuat

membayar hutang bank.

b. Pada tahun 2001 terdapat sumber dan penggunaan dana dari laba,

penyusutan, kas dan hutang dagang yang dipergunakan untuk

menambah stock barang dan piutang serta untuk membayar hutang

bank.

Dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kredit

pada tahun 1999 sampai tahun 2001 sesuai dengan tujuan awal yaitu

untuk kebutuhan modal kerja.
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d.4. Analisa Kondisi/Prospek Usaha

Analisa kondisi ini meliputi pemasok, pembeli, persaingan, barang

substitusi, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
d.5. Analisa Agunan Kredit (Collateral)

Agunan atau Collateral dapat dikatakan sebagai salah satu pengaman
atas pemberian kredit modal kerja kepada nasabah. Dalam hal in1 Bengkel
Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil menyerahkan agunan berupa tanah
dan bangunan. Untuk menetapkan nilai agunan, bank menggunakan unsur
5 P yaitu penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan
pemanfaatan. Penilaian agunan ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai

dari barang yang diikat sebagai agunan serta untuk menghindari risiko

hutang.
Tabel VIL
Perhitungan Nilai Agunan
Agunan NPW NL PNPW PNL

| Tanah seluas 400 m2 | 90.000.000 | 72.000.000 | 99.000.000 | 79.200.000

dengan nilai pasar

@ Rp 225.000/m”

b

Bangunan scluas | _ _
50.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 28.000.000

. 2
323 m

(Sumber data : BR1 Cabang Katamso Yogyakarta)
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Keterangan :
NPW = Nilai Pasar Wajar
NL = Nilai Likuidasi

PNPW = Proyeksi Nilai Pasar Wajar
PNL = Proyeksi Nilai Likuidasi

Untuk menjamin kredit yang diberikan bank kepada debitur maka
bank menentukan nilai agunan minimal 120% dari kredit yang diterima.
Dalam hal ini agunan yang diserahkan kepada bank sebesar 123% dari
jumlah kredit yang diberikan. Jadi nilai agunan saat ini sebesar Rp
140.000.000,00. Nilai agunan untuk masa yang akan datang sedikit
berkurang yaitu sebesar Rp 139.000.000,00 karena masa yang akan
datang bangunan mengalami penyusutan. Walaupun demikian nilai
agunan masih dapat digunakan sebagai jaminan sejumlah kredit modal
kerja yang diterima debitur.

Penilaian agunan dilakukan oleh AO sebagai pemrakarsa/ penganalisa
kredit. Setelah dilakukan penilaian terhadap agunan maka AO membuat
laporan penilaian agunan yang dituangkan dalam formulir laporan hasil
pemeriksaan dan penilaian agunan.

3.) Mengambil suatu kebijakan menolak atau menyetujui permohonan kredit
yang diajukan debitur yaitu dengan menilai kelayakan pemberian kredit modal

kerja kepada debitur.
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Untuk menilai layak tidaknya pemberian kredit modal kerja kepada
nasabah, BRI (Persero) Cabang Katamso menggunakan cara dengan melihat
kondisi keuangan perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio-rasio
keuangan nasabah selama tiga tahun terakhir. Selain itu bank juga
menggunakan beberapa pertimbangan untuk keputusan pemberian kredit
modal kerja yaitu apabila :

a. Nasabah memenuhi syarat kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5 C dan 5§
aspek penilaian kredit modal kerja.

b. Perhitungan rasio-rasio keuangan perusahaan nasabah menunjukkan
angka-angka yang wajar dan memenuhi syarat kredit.

c. Jumlah kredit yang diputuskan tidak melebihi perhitungan maksimum
kredit yang dipertimbangkan.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, Perusahaan Bengkel Sepeda Motor
dan Jual Beli Onderdil telah memenuhi syarat pengajuan kredit modal kerja.
Maka Perusahaan Bengkel Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil dapat
dikatakan layak menerima kredit modal kerja dan telah disetujui Pimpinan
Cabang (PINCA).

Dalam menganalisis permohonan nasabah akan kredit untuk kebutuhan
modal kerja perusahaan, bank menggunakan prinsip 5 C. Prinsip 5 C ini
mencakup beberapa hal antara lain watak, kemampuan, modal, kondisi

perusahaan serta agunan yang dijaminkan. Analisis ini dilakukan melalui
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beberapa prosedur yaitu permohonan kredit, evaluasi dan analisis kredit,
keputusan kredit.

Untuk menentukan besarnya kredit modal kerja yang akan diberikan,
pertama bank menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan beberapa
indikator untuk melihat kondisi likuiditas, rentabilitas serta solvabilitas
perusahaan, kedua bank menganalisis kebutuhan kredit modal kerja dengan
pendekatan WCTO dikarenakan kredit yang diajukan debitur kurang dari Rp

350.000.000,00.

B. SISTEM PENGENDALIAN KREDIT
Untuk mengetahui baik tidaknya sistem pengendalian kredit yang
dilaksanakan BRI Cabang Katamso maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu
dengan menganalisis:
1. dokumen dan catatan yang digunakan
2. unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit
3. prosedur pemberian kredit yang diterapkan
4. pelaksanaan pengendalian kredit dalam prosedur pemberian kredit
5. efektifitas pengendalian kredit.
Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu mengenai beberapa langkah

tersebut diatas.
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1.) Dokumen dan catatan yang digunakan
Berdasarkan data-data yang diperoleh, dokumen dan catatan yang digunakan
bank dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :
a. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP)

Surat Keterangan Permohonan Pinjam ini dibuat secara tertulis oleh
pemohon kredit untuk memberikan informasi-informasi yang
berhubungan dengan identitas nasabah, jenis usaha, besarnya kredit yang
diminta dan rencana penggunaan kredit. Setelah dibuat, SKPP 1ni
diserahkan ke bagian administrasi kredit. Jadi, SKPP ini tidak dibuat
secara khusus dalam dokumen tersendiri atau tidak disediakan formulir
tersendiri oleh bank.

b. Memorandum Analisa Kredit (MAK)

MAK dibuat oleh bagian ADK berdasarkan SKPP yang diserahkan
nasabah. MAK dibuat untuk memperoleh informasi-informasi secara
lengkap mengenai identitas nasabah, tujuan permohonan kredit, riwayat
hubungan bisnis dengan BRI/Bank lain serta untuk analisa 5C. Setelah
MAK selesai dibuat, MAK diserahkan kepada AO untuk dievaluasi dan
dianalisis.

c. Laporan Penilaian Agunan
Laporan penilaian agunan dituangkan dalam bentuk formulir laporan

hasil pemeriksaan dan penilaian agunan dan ditandatangani oleh AO.
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Laporan penilaian agunan dibuat untuk memperoleh informasi mengenai

assets debitur yang digunakan sebagai jaminan atas kredit.

d. Formulir Putusan Kredit (PTK)

C.

f.

Formulir putusan kredit ditandatangani oleh Pinca. Putusan Kredit
dinyatakan secara tertulis dalam formulir putusan kredit (PTK) yang
memuat struktur dan tipe kredit serta syarat dan ketentuan kredit.
Formulir putusan kredit ini merupakan bukti bahwa kredit yang diajukan
debitur telah disetujui oleh Pinca.

Surat Pengikatan Agunan

Dokumen ini memuat perjanjian penyerahan agunan kepada bank
sebagal jaminan atas pinjaman kredit. Dokumen ini menyebutkan dengan
jelas mengenai janji untuk menyerahkan/memberikan agunan dan
disahkan oleh notaris. Surat pengikatan agunan ini ditandatangani oleh
debitur dan pihak bank sebagai pemberi kredit.

Jurnal

Catatan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi

mulai dari pencairan kredit sampai pelunasan kredit. Pencatatan jurnal

dilakukan oleh bagian akuntansi dan laporan (AKULAP).

g Buku Besar

Setelah dilakukan penjurnalan, ayat-ayat jurnal diklarifikasikan dalam

rekening tersendiri yang kemudian dibukukan dalam buku besar.
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Pencatatan buku besar dilakukan oleh bagian akuntansi dan laporan
(AKULAP).

Tabel VIIL
Rangkuman Analisis Terhadap Dokumen dan Catatan
dalam Pemberian Kredit

Teori Praktik Kesesuaian Keterangan
a. Surat Permohonan Surat Keterangan Surat ini  dibuat
Nasabah Permohonan Pinjam sesuai secara tertulis oleh
(SKPP) nasabah.
b. Daftar Isian dari Bank | Memorandum Analisa | sesuai Dokumen 1ni juga
Kedit (MAK) digunakan untuk
evaluasi dan analisa
kredit
¢. Daftar Lampiran LKN, Laporan Keuangan | sesuai Tergantung
Nasabah, Copy Perijinan kebutuhan  fasilitas
Usaha,dll. kredit
d. Surat Jaminan Laporan Penilaian Agunan | sesuai
e. Dokumen penyidikan | Memorandum Analisa | sesuai
dan analisis Kredit (MAK)
f Surat Keputusan Formulir Putusan Kredit | sesuai
(PTK)
g Dokumen Pengikatan | Surat Pengikatan Jaminan | sesuai
Jaminan
h.  Informasi  untuk | Informasi untuk AQ, | sesuai Melalui komputer
bagian/unit lain AKULAP, Koor. ADK,dll (computerized)
i. Bukti Pencairan Kwitansi sesuai
j. Bukti Pembayaran Slip Bayar sesuai
k. Jurnal Jurnal sesual
L. Buku Besar Buku Besar sesual

(Sumber data : hasil olahan penulis)
Berdasarkan analisa di atas maka dokumen dan catatan yang digunakan untuk

pemberian kredit dapat dikatakan baik dan sesuai dengan kajian dalam teori yang
melandasinya.
2.) Unit-unit yang terkait dalam pemberian kredit

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, unit-unit yang terkait dalam

pemberian kredit adalah sebagai berikut :



a. Pelayanan Nasabah
Unit ini bertugas memberikan informasi kepada debitur mengenai syarat-
syarat pengajuan kredit. Pelayanan nasabah ini dilakukan oleh unit
pelayanan nasabah (UPN). UPN akan menjelaskan kepada debitur
mengenai syarat-syarat pengajuan kredit serta menjelaskan mengenai
dokumen yang harus dilampirkan.

b. Pembahas Kredit
Unit ini bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap usaha
calon debitur melalui wawancara sekaligus melakukan kunjungan
langsung ke tempat usaha calon debitur dan ke tempat agunan yang
dijaminkan untuk memastikan kelayakan usaha calon debitur. Setelah
diketahui kebenarannya, unit ini membuat laporan yang tujuannya untuk
membantu dalam mengevaluasi dan menganalisa kredit. Unit pembahas
kredit dilakukan oleh Account Officer (AO).

C. ‘Pelaksana Kredit
Unit ini bertugas memutuskan kredit yang diajukan debitur berdasarkan
laporan yang telah dianalisis dan dievaluasi oleh AO. Pelaksana kredit
dilakukan oleh Pinca. Pinca memutuskan permohonan kredit yang
diajukan debitur layak diberikan atau tidak. Selain itu, Pinca juga

memberikan otorisasi atas keputusan kredit yang telah ditetapkan.



d. Administrasi Kredit
Unit ini bertugas meneliti kelengkapan syarat-syarat kredit serta
menangani berbagai administrasi kredit selama kredit diajukan sampai
mendapat putusan kredit dari Pinca. Administrasi kredit in1 dilakukan
oleh Koor. Administrasi Kredit (Koor. ADK).

e. Pencatatan dan Pembukuan
Unit ini bertugas mencatat dan membukukan kejadian yang berkenaan
dengan proses pemberian kredit mulai dari pencairan kredit sampai
pelunasan kredit. Pencatatan dan pembukuan ini dilakukan oleh Koor.
AKULAP. Unit ini juga bertugas membuat laporan-laporan mengenai
proses pemberian kredit khususnya dalam bidang finansialnya.

f. Pencairan dan Pembayaran
Pencairan dan pembayaran ini dilakukan oleh 7eller mulai dari
pembukaan rekening debitur, pencairan kredit, pembayaran kredit dan
pelunasan kredit.

Dari hasil analisa tersebut, secara ringkas dapat dilihat pada tabel IX.



Tabel IX.
Rangkuman Analisis Terhadap Unit-unit yang Terkait
dalam Sistem Pemberian Kredit

Teori Praktik

Kesesuaian

Keterangan

a. Pelayanan Nasabah | Unit Pelayanan Nasabah
b. Pembahas Kredit Account Officer
c. Pelaksana Kredit Pinca

d. Administrasi Kredit Koor. ADK

e. Pencatatan dan Koor. AKULAP
Pembukuan
f.  Pencairan dan
Teller
pembayaran

sesuai

sesuai

sesual

sesuai

sesuai

sesuai

computerized

(Sumber data : hasil olahan penulis)

74

Berdasarkan analisa tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unit-unit

yang terkait dalam proses pemberian kredit telah sesuai dengan teori yang

melandasinya walaupun ada perbedaan istilah.

3.) Prosedur Pemberian Kredit

Dalam sistem pemberian kredit dilakukan dengan prosedur-prosedur yang

saling berkaitan. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan

secara optimal. Prosedur-prosedur dalam pemberian kredit adalah sebagai

berikut :

a. Permohonan Kredit

Dalam prosedur ini, calon debitur datang langsung ke BRI dan akan

dilayani oleh UPN (apabila calon debitur baru atau yang membutuhkan

informasi mengenai syarat kredit). Apabila calon debitur sudah mengetahui

informasi yang berkaitan dengan pengajuan kredit maka calon debitur
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dapat langsung datang ke bagian administrasi dengan menyerahkan berkas
atau dokumen yang menjadi syarat kredit. Setelah itu bagian administrasi
kredit meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit untuk
diserahkan ke AO. AO inilah yang akan menganalisis dan mengevaluasi
permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
. Penyidikan dan Analisis Kredit

Setelah berkas-berkas diserahkan calon debitur kepada bagian ADK, maka
berkas-berkas tersebut diserahkan ke AO untuk diteliti kembali
kelengkapannya. Kemudian AO mulai melakukan analisis dan evaluasi
kredit atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur yaitu dengan
mengadakan wawancara dan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur
serta kunjungan ke tempat agunan yang dijaminkan. Dari pemeriksaan
tersebut dapat diperoleh kebenaran mengenai usaha dan agunan debitur
serta informasi-informasi lain mengenai watak, kemampuan, modal,
kondisi usaha calon debitur. Setelah melakukan penelitian, kemudian AO
menganalisis dan mengevaluasi kelayakan permohonan kredit yang
diajukan calon debitur. AO juga membuat laporan penilaian agunan serta
laporan penilaian kelayakan usaha debitur. Kemudian laporan tersebut
diserahkan kepada Pinca sebagai pemutus kredit.

. Keputusan Kredit

AO menyerahkan laporan penilaian kelayakan permohonan kredit kepada

Pinca untuk dilakukan keputusan kredit apakah permohonan kredit diterima
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atau ditolak. Sebelum memberikan putusan kredit Pinca memeriksa dan
meneliti kelengkapan kredit. Putusan kredit diambil berdasarkan analisa
dan evaluasi kredit yang dilakukan AO. Setelah Pinca memberikan putusan
atas kredit, Pinca menandatangani formulir PTK sebagai bukti bahwa
kredit telah disetujui atau ditolak.

. Perjanjian Kredit

Berdasarkan putusan kredit yang telah disetujui maka Koor. ADK mencatat
tanggal putusan kredit dalam register permohonan kredit dan
mempersiapkan surat penawaran putusan kredit (Offering Letter) serta surat
perjanjian kredit. Surat penawaran putusan kredit ini disampaikan kepada
debitur untuk mendapatkan persetujuan atas putusan kredit. Setelah
Offering Letter disetujui dan ditandatangani debitur, Koor. ADK
membuatkan surat perjanjian kredit. Surat peranjian kredit disahkan ke
notaris.

. Pencairan Kredit

Setelah kredit disetujui oleh Pinca dan surat penawaran persetujuan kredit
yang diserahkan kepada debitur telah disetujui dan ditandatangani oleh
debitur serta telah dilakukannya perjanjian kredit antara debitur dan pihak
bank, bagian administrasi membuat formulir Instruksi Pencairan Kredit
(IPK) yang ditandatangani oleh Operation Officer (OO). Setelah itu, Koor.
ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam register permohonan kredit

dan debitur dapat mencairkan kredit melalui teller. Kredit yang diberikan
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bisa lebih kecil dari yang diajukan atau lebih besar dari yang diajukan atau
sama dengan yang diajukan. Semuanya itu tergantung dari hasil analisa dan
keputusan Pinca sebagai pemutus kredit.
f. Pembayaran dan Pelunasan Kredit

Pembayaran dan pelunasan kredit oleh debitur dilaksanakan secara
computerized melalui teller. Sehingga informasi mengenai pelunasan kredit
oleh debitur dapat diketahui oleh AO, Koor. AKULAP serta pejabat lain
yang berkepentingan.

Berdasarkan analisa di atas dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel X. .
Rangkuman Analisis Terhadap Prosedur dalam Pemberian Kredit
Teori Praktik Kesesuaian Keterangan
a.Permohonan Kredit Permohonan Kedit sesuai
b.Penyidikan dan | Evaluasi dan  Analisis | sesuai
Analisis Kredit Kredit
c.Keputusan Kredit Keputusan Kredit sesuai
Perjanjian Kredit Dalam teori termasuk
dalam keputusan
kredit
d.Pencairan Kredit Pencairan Kredit sesuai
e.Pelunasan Kredit Pembayaran dan Pelunasan | sesuai
Kredit

(Sumber data : hasil olahan penulis)
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Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam
pemberian kredit sesuai dengan teori yang melandasinya hanya pada
kenyataannya prosedur perjanjian kredit merupakan tahap tersendiri sedangkan
dalam teori perjanjian kredit termasuk dalam prosedur keputusan kredit.

4.) Pelaksanaan Pengendalian Kredit dalam Prosedur Pemberian Kredit
Pengendalian kredit sangat penting bagi perkembangan suatu bank karena
dengan pengendalian kredit aktivitas bank dapat berjalan dengan baik dan
lancar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai terutama dalam jasa pemberian
kredit kepada nasabah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaksanaan
pengendalian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Adanya pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas
Dalam proses pemberian kredit terdapat beberapa fungsi diantaranya
pelayanan nasabah, administrasi, operasi, keputusan kredit dan fungsi
akuntansi. Masing-masing fungsi memiliki tugas dan tanggung jawab
sendiri. Aktivitas permohonan kredit dilakukan dan diketahui oleh seluruh
fungsi yang bersangkutan sehingga tidak terdapat satu fungsi yang
bertanggung jawab penuh dalam proses kredit. Misalnya fungsi operasi
dilakukan oleh Account Officer dan fungsi akuntansi dilakukan oleh
Koor. AKULAP,dan seterusnya.

b. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur
Yang bertanggung jawab dalam pencatatan adalah Koor. AKULAP.

Koor. AKULAP bertanggung jawab atas kebenaran pembukuan transaksi
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yang ada di BRI Cabang Katamso. Kebenaran atas pembukuan transaksi
dimaksudkan bahwa pembukuan dilakukan secara benar dan melalui
prosedur.

¢. Pemakaian dokumen bernomor urut tercetak
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dokumen-dokumen dalam
proses pemberian kredit telah dilakukan penomoran urut tercetak dan
berkas tersebut disimpan sesuai dengan Nomor Induk Nasabah (NIN).

d. Pembentukan Unit Pengawas Sistem Pengendalian Kredit
Pengawas Sistem Pengendalian Kredit dilakukan oleh Pinca. Pengawasan
yang dilaksanakan disebut pengawasan melekat yaitu kegiatan yang
sifatnya pengendalian yang terus menerus yang dilakukan oleh Pinca
terhadap unit-unit lain dengan tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan
secara efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan serta peraturan-
peraturan yang berlaku di BRI Cabang Katamso.

Hasil analisa terhadap pelaksanaan pengendalian kredit dalam prosedur

pemberian kredit secara ringkas dapat dilihat pada tabel XI.
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Tabel XI.
Rangkuman Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kredit
dalam Prosedur Pemberian Kredit

Teon Praktik Kesesuaian Keterangan

a.Adanya pemisahan | pemisahan antara analis | sesuai

tanggung jawab | dan  bagian akuntansi,

fungsional secara | bagian administrasi dan

tegas akuntansi,dll.

b.Pencatatan dilakukan | pencatatan transaksi/ | sesuai pencatatan dilakukan

sesuai dengan | kejadian dilakukan pada setiap kejadian yang

prosedur saat terjadinya transaksi terjadi dalam
prosedur pemberian
kredit

c.Pemakaian dokumen | dokumen bermnomor urut | sesuai Nomor urut disebut

bernomor urut | tercetak NIN

tercetak

d.Pembentukan  unit | pengawasan Pinca | sesuai dengan pengawasan

pengawas sistem | terhadap  unit-unit  di melekat

pengendalian kredit bawahnya

(Sumber data - hasil olahan penulis)
Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

pelaksanaan pengendalian kredit dalam prosedur pemberian kredit telah
dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggumngjawabkan.
5.) Pengujian Kepatuhan terhadap Efektivitas Pengendalian Kredit dalam
pemberian kredit
Efektivitas pengendalian kredit merupakan salah satu faktor dalam
pencapaian tujuan. Efektivitas pengendalian kredit dapat diketahui dengan
melaksanakan pengujian kepatuhan. Dalam hal ini pengujian kepatuhan yang
digunakan oleh peneliti yaitu dengan model Stop-Or-Go Sampling. Pengujian

dengan stop-or-go sampling ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
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prosedur dan kebijakan dalam sistem pemberian kredit sudah dilaksanakan
dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengujian ini peneliti mengambil sampel dari populasi berupa
arsip tembusan surat keputusan kredit dan dokumen-dokumen pendukungnya.
Pengujian kepatuhan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan

DUPL yang digunakan sebesar 5% dan tingkat keandalannya sebesar

95%.

b. Menggunakan tabel besamya sampel minimum untuk menentukan sampel
pertama yang diambil

Karena DUPL = 5% dan tingkat keandalannya = 95%, maka berdasarkan

tabel besarnya sampel minimum, jumlah sampelnya adalah 60. Populasi

yang digunakan adalah arsip tembusan surat keputusan kredit dan
dokumen pendukung sebanyak 960. Anggota sampel dari populasi
diambil secara acak.

¢. Menentukan Artribute yang akan diperiksa

Attribute yang akan diperiksa yaitu :

1.) Attribute 1 : Dokumen bernomor urut tercetak

2.) Attribute I1  : Otorisasi persetujuan kredit

3.) Attribute 111 : Pemeriksaan kelengkapan dokumen

4.) Attribute IV :Pencatatan  tanggal transaksi dalam  prosedur

pemberian kredit



Pemeriksaan terhadap sampel atas pengujian kepatuhan efektivitas

pengendalian kredit dapat dilihat pada tabel XII berikut ini :

Tabel XII.
Hasil Analisis Uji Kepatuhan Efektivitas Pengendalian Kredit
Nomor Attribute yang diperiksa

sampel 1 11 111 v
1 v \ v v
2 Y Y y v
3 Y Y N y
4 v v v v
s v Y Y Y
6 Y Y Y y
7 v Y Y Y
g Y Y Y y
9 Y Y y Y
10 Y Y v Y
1 Y Y Y y
12 Y Y Y Y
13 N y y y
14 v y Y v
s Y Y v v
s Y Y Y y
- Y Y y y
8 Y Y Y Y
1 Y v y Y
0 Y Y Y Y
* Y Y y Y
- y Y Y Y
- Y Y Y Y
> Y Y Y Y
y Y Y y
25 v N N N
26 v v v v
27 v v N v
28 v v v v
29 v v v v
30 y y v y

Dilanjutkan ke halaman berikutnya



Lanjutan Tabel XII.

Nomor Attribute yang diperiksa

Sampel

I

111

et

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

L L 2 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 2L L L L L2 L

L L 2 L L 2 L L L L L L L L L L L L L L L L L 2L L L L2 L2

L 2 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 2Ll L L 2 L L

2L L2 2 2 2 L L2 2 L L L Ll Ll L2l Ll L Ll s

(Sumber data : hasil olahan penulis)
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Keterangan :

I . Telah dilakukan pemberian nomor urut tercetak

11 : Telah dilakukan otorisasi persetujuan kredit

I1 : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen

v : Telah dilakukan pencatatan tanggal transaksi dalam prosedur

pemberian kredit

v . Attribute sudah terpenuhi

X . Atinibute belum terpenuhi

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua dokumen sampel telah dilakukan pemberian nomor urut tercetak

2. Semua dokumen sampel telah dilakukan otorisasi persetujuan kredit dari
Pinca

3. Semua dokumen sampel telah dilakukan pemeriksaan mengenai
kelengkapan dokumen

4. Semua dokumen sampel telah dilakukan pencatatan tanggal transaksi
dalam prosedur pemberian kredit.

Setelah diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa jumlah kesalahan sama

dengan nol. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan pengambilan sampel

tambahan.
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Karena jumlah kesalahan yang ditemukan sama dengan nol dan tingkat
keandalan sebesar 95%, maka confidence level factor adalah 3 seperti terlihat
pada lampiran sehingga AUPL dapat diketahui :

Confidence level factor at desired realibility for occurrences

obseved
AUPL =
Sample size

3
AUPL= —

60
AUPL= 0,05
AUPL= 5%

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa AUPL = DUPL vyaitu sebesar 5%,

maka tidak perlu dilakukan pengambilan sampel tambahan.

Sistem pengendalian kredit pada BRI Cabang Katamso sudah
dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti bahwa :

a.) dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit dapat *
dipertanggungjawabkan dan dilakukan pemberian nomor urut secara
tercetak dan setiap dokumen dalam prosedur pemberian kredit dilakukan
otorisasi dari pejabat yang berwenang

b.) unit-unit yang terkait dalam sistem pemberian kredit telah dilakukan
pemisahan tanggung jawab fungsional berdasarkan tugas dan tanggung

jawab masing-masing unit
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c.) sistem pemberian kredit yang diterapkan sudah melalui jalur yang
semestinya artinya pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur
yang berlaku di BRI Cabang Katamso

d.) efektivitas pengendalian kredit terlihat dari hasil pemeriksaan bahwa
jumlah kesalahan sama dengan nol artinya semua dokumen yang
digunakan dalam prosedur pemberian kredit terdapat nomor urut tercetak
(NIN) dan adanya otorisasi kredit dari Pinca serta pencatatan tanggal
transakst dalam prosedur pemberian kredit supaya tidak terjadi kesalahan.

Sistem pengendalian kredit yang dilaksanakan telah menjamin ketelitian dan

keandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijaksanaan

manajemen.



BAGAN ARUS PROSES KREDIT

Pemohon [——® Koor. ADK —» AO

AA A
Permohonan :
tertulis
1
PINCA
Teller 2
Pelayanan
Kredit tolak setuju
A A 4
00 L Y Koor. ADK
Keterangan :
1 = Surat Penolakan Kredit
2 = Offering Letter (OL) dan Perjanjian Kredit

hubungan dengan pemohon

proses intern BRI



BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai sistem pemberian
kredit modal kerja dan sistem pengendalian kredit yang diterapkan BRI Cabang
Katamso Yogyakarta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja
Dalam menganalisis permohonan kredit modal kerja nasabah, bank
menerapkan prinsip 5C. Analisis permohonan nasabah akan kredit dilakukan
melalui beberapa prosedur yaitu permohonan kredit, evaluasi dan analisis
kredit yang dilakukan oleh AO, keputusan kredit yang dilakukan oleh
Pimpinan Cabang, perjanjian kredit dan pencairan kredit.

Untuk penghitungan kebutuhan kredit modal kerja, bank
menggunakan pedomannya sendiri. Pedoman yang digunakan bank terdiri
dari dua yaitu pendekatan spreadsheet dan pendekatan Working Capital
Turnover (WCTO). Sebelum penghitungan kebutuhan kredit modal kerja,
bank mengkategorikan kredit yang diajukan nasabah sesuai dengan
pedomannya. Pedoman yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan
kredit yang diajukan Bengkel Sepeda Motor dan Jual Beli Onderdil yaitu

dengan pendekatan Working Capital Turnover (WCTO) karena kredit yang
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diajukan debitur kurang dari Rp 350.000.000,00. Berdasarkan penghitungan

bank, kredit modal kerja yang dibutuhkan debitur sebesar Rp 113.595.000,00

dan kredit yang dipertimbangkan atau maksimum kredit yang boleh diterima
sebesar Rp 130.000.000,00.

Karena kebutuhan akan kredit modal kerja lebih kecil dari kredit
yang dipertimbangkan maka kredit yang diajukan debitur telah dipenuhi
artinya telah disetyjui bank tentunya berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan kredit yang dilakukan bank dengan laporan keuangan debitur,
trend penjualan dan jaminan kredit.

2. Sistem Pengendalian Kredit
Sistem pengendalian kredit yang dilaksanakan BRI Cabang Katamso
sudah baik dan efektif. Terbukti bahwa :

a. dokumen yang digunakan telah diberi nomor urut, otorisasi dari pejabat
yang berwenang, dan terdapat tanggal transaksi setiap prosedur
pemberian kredit

b. adanya pemisahan tanggung jawab setiap unit

c. prosedur pemberian kredit yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta.

Hasil analisis mengenai pengujian kepatuhan yaitu evaluasi terhadap
hasil pemenksaan sampel beserta dokumen pendukungnya tidak ditemukan

kesalahan dan menunjukkan hasil bahwa AUPL = DUPL serta analisis unsur-
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unsur pengendalian kredit yang terdapat kesamaan secara garis besar dengan
teori yang melandasinya walaupun terdapat perbedaan istilah.
B. Keterbatasan
Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan
dengan asumsi bahwa data dan informasi mengenai sistem pemberian kredit dan
sistem pemberian kredit merupakan data dan informasi sebenarnya. Data dan
informasi yang diperoleh terbatas pada data yang diberikan oleh bank, mengingat
diterapkannya prinsip kerahasiaan umum dalam perbankan. Selain itu juga
keterbatasan waktu dan kemampuan dalam pelaksanaan penelitian ini.
C. Saran
Sistem pemberian kredit yang dilakukan bank sudah baik, terbukti dengan
diterapkannya prinsip 5C untuk menganalisis permohonan nasabah. Salah satu
analisis permohonan kredit yaitu bank menganalisis laporan keuangan dengan
current ratio, quick ratio, debt to total assets, debl (o equity ratio, profit margin,
DOR serta DOI yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam pertimbangan
pemberian kredit yang tujuannya untuk menghindari kredit macet. Penulis
menyarankan sebaiknya analisis terhadap fasio keuangan ditambah lagi misalnya
dengan Rate of Return on [nvestment (ROI) yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan modal dalam bentuk aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih.
Sistem pengendalian kredit yang dilaksanakan BRI Cabang Katamso

sudah baik dan efektif. Walaupun sistem pengendalian kredit telah dilaksanakan



91

dengan baik, penulis menyarankan sebaiknya sistem pengendalian kredit yang
telah dilaksanakan secara baik dan efektif tetap dipertahankan tanpa menutup

kemungkinan adanya perubahan-perubahan sesuai perkembangan perusahaan.
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Lampiran 1

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG RITEL YOGYAKARTA KATAMSO
JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 13 - 15 TELP. 372724, 372726, 372728, 372729

YOGYAKARTA 55152
{200
Nomcr @ B 7 VIIJKCR/ADE/06/2001 Yogvakarta, 1S Juni 2001
Langwan -
Hal : Tembertabhuan Kepedn Yth
Bapak Dekan Fakultas
Dharima Yogyakarta
i
Yogyakarta
Dengam hormat
Dengan i kami beritizhulkean babwa -
Nama :  Cna Damiaty
Nim » 972114040
Prograun ‘Smdx. Alamntansi
Jurmsan : Alnmtansi
Telah mengadalem nset di Bank Rakvat Indonesia. Cabang Yogyakarta Katamso dari
tanggal 9 Maget 2001 sampai dengan tanggal 13 Jum 2001 guna menyusun

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA STUDI KASUS PADA BRI { PERSERO }
CABANG KATAMSO YOGYAKARTA “

Demikiam surat pembentabnan i dibuat untuk dapat dipergunakan semestmya,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) _{)
KANTOR CABANG RITEL

Taxlasan: -Arsip



Lampiran 2 95

DAFTAR PERTANYAAN

I. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1. Kapan bank didirikan dan siapa pendirinya ?
2. Bagaimana struktur organisasi bank dan bagaimana tugas serta tanggung
jawabnya?
3. Apakah struktur organisasi bank terdapat pemisahan fungsi dan wewenang
secara tegas?

4. Produk-produk jasa apa saja yang diproduksi bank?

I1. SISTEM PEMBERIAN KREDIT
1. Prosedur-prosedur pemberian kredit apa saja yang telah dilaksanakan bank?
2. Unit-unit apa saja yang terkait dan terlibat dalam prosedur pemberian kredit?
3. Bagaimana penghitungan kebutuhan kredit modal kerjanya?
4. Bagaimana pengikatan jaminan dalam proses pemberian kredit?

5. Bagaimana bank memberikan keputusan atas kredit?

[1I. SISTEM PENGENDALIAN KREDIT
1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian kredit dalam proses pemberian
kredit?
2. Apakah dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit telah
diberi nomor urut tercetak, otorisasi dari pejabat yang berwenang serta

pencatatan tanggal transaksi?



Lampiran 3

PENGHITUNGAN SECARA TEORI
Pada tingkat penjualan tahun sekarang, th. 2001 (dlm ribuan)
67.000
Rp. 54.041
1,239799412

Untuk tambahan penjualan yang direncanakan 30%

20.100
- Rp. 16.212
1,239799412
Jumlah Modal Kerja yang dibutuhkan Rp. 70.253
Modal Kerja yang dimiliki sekarang -
Jumlah kredit yang dipertimbangkan Rp. 70.253
Kebutuhan Modal Kerja
90
—— x22.333 Rp. 67.000
30
Dikurangi Modal Kerja yang telah diterima ‘ -
Dikurangt Hutang Dagang -
Modal Kerja yang diperlukan Rp. 67.000 -

Penjualan bersih
Perputaran modal kerja =

Modal kerja rata-rata
67.000

(48.174 + 59.908) / 2

= 1,239799412
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Lampiran 4

Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian
(Zero Expected Occurrences)

Acceptable Upper Precision Limit Sample size based on Convidence
Levels
90% 95% 97,5%
10% 24 30 37
9 27 34 42
8 30 38 47
7 35 43 53
6 40 50 62
5 48 60 74
4 60 75 93
3 80 100 124
2 120 150 185
1 240 300 370
Perhatian

Jika kepercayaan terhadap struktur pengendalian intern cukup tinggi, umumnya disarankan
untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan tidak menggunakan
acceptable precision limit lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, dalam hampir semua
pengujian pengendalian, besarnya sample harus tidak boleh kurang dari 60 tanpa

penggantian.

Tabel Besarnya sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian

Besarnya Sampel atas dasar pengujian Pengendalian

Desired Upper
Precision Limit 90% 95% 97.5%

10%
9

_» 60

W B O3 00
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Lampiran 5 929

1 contoh Surat Permohonan Debitur ' Formulir2/IV | 171

Nama Kota, Tanggal/Bulantahun

Kepada
Lampiran : (banyaknya disesuaikan) Yth. Pemimpin Cabang
Perihal : Permohonan kredit Bank Rakyat indonesia
di-

] Dengan hormat,

Saya / kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Alamat :
No. Telephone :

dengan ini mengajukan permohonan kredit kepada Kanca BRI (sebutkan

nama Kancanya) sebesar Rp. (dengan angka, ditulis oleh debitur / calon debitur dan
diikuti dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya / kami lampirkan data
pendukung permohonan kredit ini.

Demikian permohonan kredit ini, atas persetujuan BRI saya / kami
sampaikan terima kasih.

Hormat saya / kami

Pemohon Kredit

( Nama/Jabatan yang jelas)
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BANK RAKYAT INDONESIA \  Formulir 207V . 115 l
KANCA ' -

MEMORANDUM ANALISIS KREDIT
UNTUK BISNIS KECIL z_

(Format yang Direkomendasikan untuk
Pejabat Pemrakarsa / Pendanalisa Kredit)

I. IDENTIFIKASI NASABAH DAN USAHANYA

1. Namaza Nasabzsh

2. Alamat
2. Rumah Tinggal :
b. Kantor
c. Peabrik / Toko :

3. Bentuk Usaha

4. Jenis Usaha

5. Susunan Pengurus

Nama Pengurus Jabatan Jabatan
“(di Perusahaan Lzinnya)
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formuir 2b7/ IV | 215

Legalitas dan ljin Usaha

o)

Akle Pendirian/KTP
Akle Perubzhan
NPWP

SITU

SIUP/SIUJKK

TOP

TOR

Dan lzin-lain

T mea0 oW

7. Tujuan Permohonan Kredit

8. Riwayat Hubungan Bisnis dengan BRI

9. Riwayat Hubungan Kredit dari Banx Lain

(M2nczkup hubungan kredit nasabah dengan bank tzin ¢i luar BRI, bzik saat ini maupun masa
yang lalu).

I ANALISA DAN EVALUASIKREDIT

1 Analisa Watak (Character)

Cakupan analisa watak ini meliputi 2ntara lain reputasi pribadi, repulasi bisnis, perilaku,
¢zlatan interen BRI, informasi bank-bank pesaing & €ank indgonesia, dan surnber informasi
lzainnya, yang menggambarkan Keadaan naszbah yls.

2. Analisa Kemampuan (Capacity)

a. Analisa Kemampuan Bayar (Cashflow)

Czkupzn analisa kemampuan tayar mealipuli antarg lain kxemampuan bayar/cashilow yang
ditunjukkan c¢ari rasio - rsaio keuzangan usahs nzsabah ybs, seperli darn current ratio,
debt to equily ratio, profil margin, raiurn on ass3t | perputarzan modal kesanya dan rasic
keuangan lainnya.
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b. Analisa Kemampuan Manajerial

Menczkup analisa terhadap aspek manaiemen, aspek prodursiasper pemaszran dan
aspek sumber dsya yang ada serta cari analisa terhadap aspek a'nnya.,

Analisa Modal (Capital)

Mencakup anzlisa terhadap strukiur permodalan naszbah ybs (melipui strukiur modal sebelum
dan sesudah masuknya dana berupa kredit dari BRI), sena sumber dan penggunaan
modalinya, dan analisa modal lainnya. Khusus untuk perusahaan yzng telah Go Public, agar
dilihat @i samping nilai saham di Pasar Modal, juga gipertimbangkan iujuan penggunaan kredit
tersebut, terutama pada saat pemberian fasiiitas Kl.

Analisa Kondisi dan Prospek Usaha

Mencakun analisa terhadan pemasek, pambell dan minat beli ozrsaingan, da2p3! tidaknya
produk nasabah disubstilusi, polensi calon pesaing, peraluran pemeriniah, situasi
perdagzngan produk sejenis di pasaran internasion2l, serlz lain-izinnya yang dihubungkan
dengan keadaan dan prospek usaha nasabah ybs.

Analisa Agunan

Analisa agunan ini mencakup baik analisa agunan pokok maupun agunan tambahan, dan hasil
penilaian agunan tersebul wajib telah mempenimbangkan dari segt S P dan hasil tersebut
2Qar cissjikan pada Tabel ci bawah ini.

Pencanluman angka pada tabel di bawah ini, acar sebelumnya telah mempenimbangkan
sumber informasi dan diusahakan sifainya informasi dari luar tersebut sa2cara terlulis. Sebagai
contoch data pendukung untuk pencantuman anck2 oada agunzan berupa tanah kosong,
giletapkzn berdasarkan NJOP atau meadia komunikasi €an cilamgrkan pada hasd penilaian
agunan yang ada.

Disamping itu agar menyebutkan secara jelas jer:s agunan yang akzn diasuransixan seila
nilai insurable yang akan ditulup oleh pihak diasurensikan nantinya.

Sehingga diharapkan apabila lerjadi penggantian g2jabatl pentiziz agunan, pejzbal penilaia
agunan yang digantikan terlindungi cari sikap bias dari pozjebal penilia penggani (apabile
t2rjach).
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Tabel Nilzi Agunan Kredit (Rp CCO)
Jems Nomor NPW NU PiPWY PNL Nilai yang
Agunan Kzpemilikan {2kan) diixat

]

' Pokok

i
Tambzhan

Total Agunan Pokok & Tambahan !

Iil. PERHITUNGAN KEBUTUHAN KREDIT
(D=ngan M=nggunakan Analisa Perputaran Medzal Kerja / WCTO)

-

Nencakup pernitungan kebuluhan kredil sesuai dengan jenis fasilitas kr2dil yang akan dibarikan
Kepada nasztzh ybs (mmeliputi analisa dengan inenggunzkan perpularan modal kerja / WCTO) dan
anzlis2 ates sumber pembayaran kembali kradit tersebut.
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sorormulir 2o/ iV

h
-~
wn

IV. KESIMPULAN PEJABAT PEMRAKARSA / PENGANALISA

Merupakzn hesunoulan Jari Pejabal Pemrakarsa / Penganutisa atas analisis dan evaluasi hredit
alas permohonza kredit nasabah ybs, maliputi iCentifikzsi risiX0 yang ad2 s2riz kekualan dan
ketemahzn yang ada. Apabila Pejabat Pemrakarsa / Penganaiisa ybs menyusun Streter, Tipa dan
Syaral Kredit, mzka hal tersebut hanya merupzkan usulzn, Sukan berups rekomendasi. Kzrena
ybs tidak berhzx bertindzk sebagai Pejabal Persromendasi.

-

Disiapkan oleh:
PEJABAT PEMRAKARSA / PENGANALISA

Tanda Tanga.n
7lejabat fIemrakarsa | Pleogacalisa

Nama
Jabatan
Tanagal
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Formulir 4 / IV 1/2

LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH

1. Pejabat BRI yang mengunjungi

2. Nasabah/pemohon yang dikunjungi

3. Data nasabah/pemohon : (mencakup jumiah fasiitas kredit yang sedang dan akan dinikmati )

Nomor Rekening
Pokok Pinjaman
Tunggakan Pokok :
Tunggakan Bunga
Dan lain-lain

4. Tempat dan Tanggal Kunjungan

5. Tujean Kunjungan

(beri tanda (x), bila perlu jelaskan)

Prakarsa kredit

Pemberian kredit

Negosiasi *)

Pembinaan

Penagihan

Dan lain-lain

*) Khusus dalam rangka negosiasi, semua persyaratan kredit yang diusulkan, agar telah dibicarakan dengan pemohon

ybs.

6. Hasil Kunjungan

(mencakup kesimpulan atas pembicaraan / negasiasi yang telah dilakukan sesuai tujuan kunjungan pada butir S di atas,

contohnya misalnya: - hasil

negosiasi diberikan uraian tertang struktur, tpe dan syarat kredit nasabah/pemohon ybs

- aspek keuangan debitur datam rangka pembinaan, cli).

Tanda Tangan,

{Nama Debitur/pemohon ybs)
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Formulir 4 / IV 2/2

7. Rencana Tindak Lanjut, paling lambat filaksanakan tanggal :

Rencana Tindak Lanjut Tanggal

8. Tindasan LKN akan diberikan / dikirimkan kepada :

Tuliskan nama-namia pejabat BRI yang akan menerima tindasan LKN tersebut. Apabila diluar unit kerja KancalKaanKanpus.
agar diberikan tanggal pengirimannya, sefanjutnya arsipnya disimpan dalam berkas kreditnya.

Dibuat oleh:

Tanda Tangan

Nama
Jabatan
Unit Kerja
Tanggal

9. Tanggapan Para Pejabat BRI tersebut yang menerima tindasan LKN tersebut :

(Merupakan kewajiban pejabat BRI yang menerima tindasan untuk memonitor atau melakukan tindak fanjut atas informasi
yang ada pada LKN tersebut).
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Formulir7.a/lV ]| 1/4

PUTUSAN KREDIT SBU CRB

({Format yang direkomendasikan
untuk Pejabat Pemutus)
Nomor:
_ . {( Rp. Juta)

Bisnis Retail Maks. Kredit Saat Ini

Bisnis Komersial Maks. Kredit yang Lalu
Kolektibilitas Rek. Perubahan (+/-)

.| Deb

1. Kanca BRI pengirim :
2. Segmen Bisﬁis

3. Nama pemohon

4. Jenis Usaha

5. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit _
(Total Eksposur Kredit diisi dengan mempeihatikan ketiga butir di bawah ini)

a. Apabila Institutional Customer

(Tentukan Kanca Pengendali dan Pemberi Kredit, dan sebutkan masing-masing fasilitas kredit yang
sedang/akan dinikmatinya pada tabel total eksposure kredit)

i. Kanca Pengendali
ii. Kanca Pemben Kredit

b. Apabila Grup

(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas kredit yang sedang dinikmatinya
dari BRI apabila ada)



6. .Ekspésu_r Kredit :
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Formulir 7.a/1lV

204

(Rupiah)
Nama Nasabah Jenis Maks. CO Baki Debet Jumlah Kredit Yang
Fasilitas | Kredit Kredit Diputus
Kredit
Lama
Baru
Total Eksposur Kredit
(Valas)
Nama Nasabah Jenis Maks. CO Baki Debet Jumlah Kredit Yang
Fasilitas Kredit - Kredit Diputus
Kredit
Lama
Baru
Total Eksposur Kredit
7. Agunan Kas (Cash Collateral)
Jenis Agunan Kanca BRI Nomor Nama Pemilik & Nilai
Kas Rekening | No Bilyet/Sertifikat

Agunan Kas

Total Nilai Agunan Kas
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Formulir 7.2/ IV | 3/4

8. Total Risiko Kredit Yang Akan Diputus

| Total Risiko Kredit Yang Akan Diputus (6 - 7) | ]

Dengan huruf sebesar (tuliskan sebesar angka yang tercantum pada nomor 8 tersebut di atas).

PUTUSAN KREDIT

Putusan Kredit dibuat berdasarkan pertimbangan atas kesimpulan dari Pejabat Pemrakarsa /

Penganalisa Kredit dan usulan Pejabat Perekomendasi Kredit serta dari Pejabat Pemutus
sendiri. ‘

Apabila terdapat Pejabat Pemutus kredit lebih dari satu orang, maka lembar putusannya agar
dibuat lebih dar satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Kredit, masing-masing
peserta Komite Kredit mempunyai lembar putusan tersendin dan wajib ditandatangani,

Adapun bentuk putusan untuk struktur, tipe dan syarat kredit oleh Pejabat Pemdtus meliputi
antara lain sebagai berikut :

1.

DONONAWN

Nama Pemohon

(Apabila dalam bentuk badan usaha supaya dicantumkan nama pihak yang berwenang

menandatangani surat hutang sesuai dengan akte pendirian/AD perusahaan)
Jumlah Putusan Kredit.

Tujuan Penggunaan Kredit.

Jangka Waktu Kredit.

Suku Bunga Kredit

Provisi Kredit

Commitment Fee

Penailty.

Jadwal pembayaran kembali kredit (khususnya fasilitas KI).

. Agunan kredit dan asuransi kerugian
. Pembuatan Surat Hutang/SPMK
. Pengikatan agunan (APHT, Fiducia, Gadai, Hipothek, dll)

. Laporan perkembangan usaha (laporan perubahan piutang dan persediaan, dll).
. Periode review dan monitoring,

. Dan syarat-syarat kredit lainnya.
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Formulir7.a/iV| 4/4

10. Apabila putusan Pejabat Pemutus berbeda dengan usul dan kesimpulan dari Pejabat
Pemrakarsa/Penganalisa serta Pejabat Perekomendasi, berikan alasan perbedaannya.

PEJABAT PEMUTUS
Tanda Tangan
Nama

Jabatan
Tanggal
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Formulir13/1IV | 1/2

INSTRUKSI PENCAIRAN KREDIT

NO.
I. DATA PEMINJAM :
1. Nama dén Alamat
2. NIN/ Nomor Rekening

Nomor Permohonan Kredit

w

Nomor Putusan Kre_dit

LIS

Nomor / Kode Account  *)
“} Diisi / dilengkapai oleh bagian operation.

. SYARAT DAN KETENTUAN : (diisi)

Jumlah pencairan 8. | Jadwal pembayaran pokok :
Suku bunga :

Tanggal jatuh tempo :

Jangka waktu : .1 8. | Jadwal pembayaran bunga :
Angsuran pokok ‘

Angsuran bunga

NO OGN~

Lain-lain : 10 | Grace period; berikan rinciannya :

lil. DATA INTEREN : (Beritanda ‘x’, isilah atau coret yang tidak periu)

1. Wewenang memutus kredit 4_Penggolongan likuiditas (x)
Segmen bisnis - BRI
Unit pemberi kredit . Bank |Indonesia.
Nama Account Qfficer : Pemerintah
2. _Jenis fasilitas kredit (x): Luar Negeri
Bisnis/Konsumtif 5. Sektor ekonomi (x)
Program/Non program Perdagangan |: Pertanian
3. Kolektibilitas kredit (x) Pengangkutani Manufactur
Rekening : Pertambangan/!: Jasa-jasa
Debitur Konstruksi : Lain-lain
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V. DAFTAR LAMPIRAN :
1. Formulir. Putusan kredit {copy).
2. Ringkasan syarat pinjamarii (kalau periu).
3. Pﬁtusgn PénD (kalau ada).

4. Dan lain-ain,

V. PELAKSANAAN PENCAIRAN KREDIT

Petugas ADK yang membuat Petugas ADK yang memeriksa

Nama & Tanda tangan Nama & Tanda tangan

| Tanggal : ' - Tahggal :

Diterima dan Disetujui oleh :
Operation Manager / Operation Officer **)

Nama & Tanda tangan
Tanggal :

**) _Apabiia di Kanca terdapat fonmasi OM, maka |IPK wajib ditandatangani oleh OM




